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ABSTRAK 
AGUNG SATRIA NEGARA (B 111 09 073), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Concursus Dalam Delik Kesusilaan Dan Delik Pencurian (Studi Kasus 
Putusan No. 491/Pid.B./2012/0N.Mks) dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet 
Sampurno, SH. MH., sebagai Pembimbing I dan Kaisaruddin 
Kamaruddin, SH., sebagai Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap concursus dalam delik kesusilaan dan delik pencurian. 
Sebagai contoh kasus penerapan hukum pidana materiil terhadap 
concursus yang dilakukan oleh para Terdakwa yang melakukan delik 
kesusilaan dan delik pencurian terhadap korban serta untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa 
selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. 
 
Penelitian ini dilakukan di Makassar yang lokasi penelitiannya 
bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan mengadakan 
wawancara kepada pihak yang terkait yang menangani secara langsung 
kasus kesusilaan, penganiayaan, dan pencurian serta untuk menelaah 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. 
 
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Dari keterangan saksi 
dan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan, para Terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan, penganiayaan dan 
pencurian. Concursus realis yang sistem pemidanaannya adalah absorbsi 
yang pertajam dari kedua pasal tersebut adalah 10 tahun 3 bulan penjara, 
namun dalam putusan hakim hanya menghukum para terdakwa dengan 
pidana 1 tahun 10 bulan penjara, sehingga hal tersebut sangat merugikan 
korban dan mencederai rasa keadilan. 2. Oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar, Terdakwa I FAISAL NUR ALS ICAL dan Terdakwa II 
LORENSIA MENTARI MALLISA ALS TARI dijatuhi dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dimana dalm menjatuhkan 
pidana terhadap kedua Terdakwa, selain hakim menggunaka 
pertimbangan yuridis selain itu juga, hakim menggunakan pertimbangan 
sosiologis. Meskipun dalam kasus ini merupakan concursus, namun hakim 
tidak memasukkan ketentuan concursus dalam pertimbangannya dalam 
memutus perkara ini.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Putusan hakim mempunyai dimensi pertanggungjawaban yang 
bersifat luas, bukan saja pertanggung jawaban secara nyata terhadap 
sesama manusia namun juga bersifat transedental yakni 
pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Olehnya dalam 
memutuskan suatu perkara para hakim membutuhkan pembuktian yang 
memadai hingga dapat menumbuhkan keyakinan kepada hakim. Tidaklah 
salah jika  pembuktian disebut sebagai ujung tombak dalam suatu 
peradilan. 
Berbanding lurus dengan fungsinya, pembuktian bukanlah hal 
mudah untuk dilkukan, dibutuhkan keprofesionalan tingkat advance dalam 
menanganinya. Semakin berkembang jaman maka semakin kompleks 
pula proses pembuktian yang akan dilkukan,  begitu pula jika di dalam 
suatu perbuatan pidana terdapat perbarengan perbuatan pidana maka 
proses pembuktian maka akan semakin kompleks pula. 
Saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan di 
berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, bisnis sampai pada 
hal-hal yang bersifat privat. Perkembangan teknologi tersebut bukan saja 
memberikan manfaat yang bersifat positif namun juga mempunyai efek 
yang negatif, hal yang dimaksud adalah memberikan peluang untuk 
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menimbulkan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran dengan 
cara baru yang dewasa ini sering disebut dengan istilah cyber crime  
Teknologi yang berkembang begitu pesat ini dengan sendirinya 
telah mengubah pola-pola kehidupan masyarakat dunia saat ini dan 
dengan itu pula akan melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. 
Sudah menjadi sifat hukum yang selalu berkambang menyusul 
perkembangan masyarakatnya walau sering dikatakan bahwa hukum 
sangat tertatih mengikuti perkembangan masyarakat. 
Republik Indonesia sendiri mengatur penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengemban tanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan secara maksimal pada seluruh 
aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tersebut. 
Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dikembangkan 
untuk menjaga dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional 
berdasarkan peraturan perundang-undanga yang berlaku adalah menjadi 
tujuan dari pengadaan regulasi tersebut. 
Sedikit menelaah isi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
transaksi elektronik; tujuan pemanfaatan undang-undang tersebut adalah: 
mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan 
perekonomian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, 
membuka akses pengembangan diri kepada setiap orang, dan 
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna 
teknologi informasi. Namun demikian perbuatan melanggar hukum yang 
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terjadi dalam dunia maya saat ini nampaknya telah menjadi hal yang 
populer, hal itu didukung dengan akses dan sistem yang begitu mudah 
dijlankan oleh setiap orang dan juga diperparah dengan keterbatasan 
regulasi dan kemampuan penegak hukum dalam mengatasi kejahatan-
kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baru ini. Begitu kontras dengan 
tujuan pengembangan teknologi sesungguhnya yang mengingkan pola 
kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, teknologi kini dijadikan suatu 
alat dalam menjalankan metode-metode kejahatan dan pelanggaran baru. 
Fenomena kejahatan dunia maya itu tidak dapat dipandang remeh 
dalam penanganannya, hal ini dikarenakan bahwa perkembangan 
teknologi informasi bagai pisau bermata dua, di satu sisi ia adalah alat 
yang memberikan konstribusi positif bagi perkembanga manusia dan di 
satu sisi lain menjadi sarana yang potensial dalam melakukan perbuatan 
melawan hukum. 
Di Makassar pada tahun 2012 telah terjadi kejahatan yang 
merupakan perbarengan perbuatan pidana (concursus) yang tentu saja 
juga “melibatkan” teknologi informasi sebagai salah satu sarana 
menjalankan kejahatan tersebut. Dengan pertimbangan uraian-uraian 
Penulis di atas, maka Penulis menganggap perlu untuk melakukan 
penelitian berdasar kasus yang terjadi tersebut dengan judul: “Tinjauan 
Yuridis terhadap Concursus dalam Delik Kesusilaan dan Delik 
Pencurian” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
491/Pid.B/2012/PN.Makassar). 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materiil oleh hakim 
dalam delik kesusilaan dan delik pencurian pada perkara pidana 
No. 491/Pid.B/2012/PN.Makassar ? 
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana dalam perkara pidana No.491/Pid.B/2012/PN.Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana oleh hakim dalam 
delik kesusilaan dan delik pencurian pada perkara pidana 
No.491/Pid.B/2012/PN.Makassar. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
pada perkara pidana No. 491/Pid.B/2012/PN.Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Secara Praktis 
Sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin; 
2. Kegunaan Secara Teoritis 
a. Untuk menambah referensi hukum terutama dalam hal 
perbarengan tindak pidana (concursus) dan delik ITE 
b. Sebagai bahan hukum yang yang akan menjadi masukan 
kepada mahasiswa selanjutnya yang ingin melakukan 
pengembangan dan penyempurnaan terkait masalah yang 
dibahas dalam tulisan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Jenis-jenis Delik 
1. Delik formal (formeel delict) dan delik material (materieel delict) 
Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam rumusan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan rumusan –rumusan dari 
apa yang disebut voltooid delict, yakni delik yang telah selesai dilakukan 
oleh pelaku yang sebenarnya. 
Delik formal atau formeel delict itu adalah delik yang dianggap telah 
selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang. Delik material atau meterieel delict itu 
adalah delik yang telah dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya 
akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, 
van Hamel menolak danya suatu pembagian dari delik kedalam delik 
formal dan delik material, dengan alasan walaupun didalam apa yang 
disebut delik formal perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai 
penyebab dari suatu akibat yang tidak diharapkan, akan tetapi karena 
adanya perilaku semacam itulah seseorang kemudian menjadi dapat 
dihukum. Sesuai dengan rumusannya didalam undang-undang, van 
HAMEL lebih setuju menyebut delik formal itu sebagai “delict met fomele 
omschrijving” atau “delik yang telah dirumuskan secara formal” dan 
menyebut delik material itu sebagai delict met materieele omschrijving 
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atau “delik yang telah dirumusakan secara material”.  (Lamintang, 
2011:213). 
Contoh-contoh dari delik-delik yang telah dirumusakan secara 
formal itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan kedalam Pasal-pasal 
162, 209, 210, 242, dan 362 KUHP, sedang contoh-contoh dari delik-delik 
yang telah dirumuskan secara material itu misalnya delik-delik yang telah 
dirumuskan kedalam Pasal-pasal 149, 187, 338, 378 KUHP. 
 
2. Delicta commissionis, delicta omissionis, dan delicta 
commissionis per omissionem commissa. 
Suatu tindakan pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran 
terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran 
terhadap suatu keharusan. Delicta commissionis adalah delik-delik berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. 
Delicta omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap 
keharusan-keharusan menurut undang-undang. Pembagian dari tindak 
pidana menjadi delicta commissionis dan “delicta omissionis” diatas 
ternyata kurang sempurna, oleh karena didalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap 
suatu “larangan” di dalam Undang-undang, yang dapat terjadi tanpa orang 
telah melakukan suatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah 
menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusun, oleh karena ia 
tidak menyusui anak tersebut atau tidak memberikan makanan lainnya 
sebagai pengganti dari air susunya. (Lamintang, 2011:213-214). 
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Dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai delicta 
commissionis per omissionis commissa. Beberapa contoh dari delicta 
commissionis adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan dedalam 
Pasal-pasal 212, 263, 285, dan 362 KUHP. Contoh-contoh dari delicta 
omissionis adalah misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di 
dalam Pasal-pasal 217, 218, 224, dan 397 angka 4 KUHP. Sedang 
contoh-contoh delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar 
sesuatu “larangan” tanpa orang tersebut telah melakukan sesuatu 
tindakan adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam 
Pasal-pasal 338 dan selanjutnya, 351 dan selanjutnya KUHP. 
 
3. Opzettelijke delicten dan culpooze delicten 
Berkenaan dengan disyaratkannya suatu “Kesengajaan” (opzet) 
atau “ketidaksengajaan” (culpa) di dalam berbagai rumusan delik, kita 
dapat membedakan antara : Opzettelijke delicten atau delik-delik yang 
oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik 
tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Culpooze delicten, yakni delik-
delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-
delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat 
dihukum. (Lamintang, 2011:214). 
Ini tidak berarti bahwa di dalam suatu rumusan delik itu selalu 
hanya terdapat satu persyaratan, yaitu bahwa delik tersebut harus 
dilakukan “dengan sengaja” ataupun harus dilakukan “dengan tidak 
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sengaja”, akan tetapi dalam KUHP kita juga dapat menjumpai delik-delik 
yang oleh pembuat undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik 
tersebut “dapat dilakukan dengan sengaja” ataupun “dapat dilakukan 
dengan tidak sengaja”, yaitu antara lain delik seperti yang telah 
dirumuskan didalam Pasal 480 KUHP. Di dalam rumusan pasal 480 KUHP 
tersebut perkataan-perkataan antara lain berbunyi “… sesuatu benda 
yang diketahuinya atau secara patut dapat diduganya bahwa benda 
tersebut telah diperoleh karena kejahatan”. Dari perkataan “yang 
diketahuinya” dapat kita ketahui bahwa pelakunya harus melakukan tindak 
pidana tersebut “dengan sengaja” dan dari perkataan “yang secara patut 
harus dapat diduganya” dapat kita ketahui bahwa tindak pidana tersebut 
juga dapat dilakukan “dengan tidak sengaja”, oleh karena “dapat 
menduga” itu tentunya tidak sama dengan “mengetahui”. 
 
4. Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten 
Yang dimaksud dengan zelfstandige delikten adalah delik-delik 
yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan voortgezette delicten 
adalah pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik 
yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap satu delik. (Lamintang, 
2011:215). 
SIMONS menyangsikan apakah voortgezette delikten seperti itu 
dikenal di dalam undang-undang Pidana kita.  (Lamintang, 2011:215). 
Voortgazette delicten itu didalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga 
sering disebut sebagai delicta continuata. 
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5. Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten 
Yang dimaksud dengan Enkelvoudige delicten adalah delik-delik 
yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan 
tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud 
dengan samengestelde delicten adalah delik-delik yang pelakunya hanya 
dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku 
tersebut telah berulangkali tindakan yang sama yang dilarang oleh 
undang-undang. (Lamintang, 2011:215). 
van HAMEL telah menyebut samengestelde delicten itu juga 
sebagai collectieve deliten.  (Lamintang, 2011:215). Contoh-contoh dari 
samengestelde delicten itu misalnya delik-delik seperti yang dirumuskan di 
dalam Pasal-pasal 296 dan 481 ayat 1 KUHP. 
Di dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP tersebut, perbuatan-perbuatan 
seperti sengaja membeli, menukar, menggadai, menyimpan atau 
menyembunyikan barang-barang yang telah dari kejahatan-kejahatan itu 
hanyalah dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan 
di dalam Pasal 481 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yakni apabila pelakunya 
telah membuat kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, 
menggadai dan lain-lain barang-barang seperti dimaksud diatas. 
Oleh karena didalam rumusan Pasal 481 ayat 1 KUHP telah 
disyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan membeli, menukar, dan lain-lain 
itu harus dilakukan “dengan sengaja”, tentulah menjadi persoalan apakah 
untuk dapat disebut “kebiasaan” itu seseorang harus selalu mempunyai 
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suatu “kesengajaan” untuk membeli, menukar, dan sebagainya itu, 
mengingat bahwa perbuatan “menadah” seperti diatur di dalam Pasal 480 
angka 1 KUHP itu juga dapat dilakukan “tidak dengan sengaja”. 
Ternyata Hoge Raad telah memberikan jawabannya persoalan di 
atas, yakni seperti yang dapat kita jumpai dalam arresnya tanggal 27 juli 
1895, W. 6711 di mana HOGE RAAD telah memutuskan antara lain 
adalah bahwa “untuk adanya suatu perbuatan” membuat sebagai 
kebiasaan” diperlukan adanya suatu pengulangan yang menunjukkan 
tentang adanya suatu kebiasaan, dimana tidaklah perlu dibuktikan bahwa 
si pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang sama”.  
(Lamintang, 2011:216). 
Persoalan lainya yang telah mendapatkan jawaban dari Hoge Raad 
adalah persoalan mengenai jangka waktu antara sesuatu perbuatan 
dengan perbuatan yang lain, yakni berkenaan dengan pernyataan apakah 
untuk dapat disebut sebagai “membuat sebagai kebiasaan” itu 
memerlukan suatu janga waktu yang tertentu antara perbuatan yang satu 
dengan perbuatan yang lain. Hoge Raad di dalam arresnya tanggal 11 
Februari 1918, N.J. 1918 halaman 340, W. 10244 antara lain telah 
memutuskan bahwa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang 
lain diperlikan suatu jangka waktu yang relative lama.  (Lamintang, 
2011:216). 
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6. Aflopende delicten dan voortdurende delicten 
Yang dimaksud dengan aflopende delicten itu adalah delik-delik 
yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu 
kejahatan, sedang yang dimaksud dengan voortdurende delicten itu 
adalah delik-delik yang terdiri satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan 
suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma. (Lamintang, 
2011:216-217). 
Di dalam ilmu pengetahuan hokum pidana voortdurende delicten itu 
disebut juga sebagai delicta continua. Beberapa contoh mengenai 
voordurende delicten atau delicta continua itu misalnya deli-delik yang 
telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 124 ayat 2 angka 4, 228 dan 261 
ayat 1 KUHP. 
Apakah sesuatu delik itu merupakan suatu aflopend delict atau 
suatu voortdurend delicten hal mana tergantung pada bagaimana delik 
tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang. Dengan melihat pada 
rumusannya di dalam undang-undang, maka delik bigami itu adalah 
merupakan suatu aflopend delict (Pasal 279 ayat 1 KUHP), demikian 
halnya dengan delik desersi yang telah dilakukan oleh seorang nahkoda 
ataupun oleh awak kapal (Pasal 453 KUHP). Contoh dari suatu 
voortdurend delict itu dapat kita jumpai di dalam rumusan delik menurut 
Pasal 333 ayat 1 KUHP secara bersama-sama dengan suatu aflopend 
delict, hal tersebut dapat kita ketahui dari perkataan-perkataan berooft of 
berofd houdt atau dari perkataan-perkataan “merampas atau membiarkan 
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dirampas”. Perbuatan “merampas” merupakan suatu aflopend delict, 
sedang perbuatan “membiarkan dirampas” merupakan suatu voortdurend 
delict. (Lamintang, 2011:217). 
Pentingnya pembagian dari tindak pidana ke dalam aflopend delict 
dan voordurend delict itu adalah untuk menentukan saat dimulainya 
jangka waktu kedaluarsa yaitu dihitung mulai dilakukannya, sedang pada 
voortdurende delicten jangka waktu tersebut dihitung mulai saat 
berhentinya keadaan yang terlarang.  (Lamintang, 2011:217). 
 
7. Klacht delicten dan gewone delicten 
Pada kejahatan terhadap sejumlah tindak pidana yang hanya dapat 
dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak-tindak 
pidana seperti itu disebut klacht delicten, yakni sebagai lawan dari apa 
yang disebut gewone delicten, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang 
dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. (Lamintang, 
2011:217-218). 
Yang dimaksud klacht delicten atau delik-delik aduan seperti 
termaksud di atas adalah delik-delik yang telah dirumuskan di dalam 
Pasal-pasal : 72, 73, 74, 75, 284 ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319, 320 
ayat 2, 312 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2 dan 369 ayat 2 
KUHP, sedang delik-delik selebihnya di dalam KUHP itu merupakan 
gewone delicten atau delik-delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya 
suatu pengaduan. 
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Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan 
dari orang yang merasa dirugikan itu di dalam bahasa Belanda disebut 
“delicten alleen op klachte vervolgbaar” atau dalam bahasa Jerman juga 
disebut Antragsdelikte, yakni sebagai lawan dari apa yang disebut 
“delicten van ambtswege vervolgbaar” atau delik-delik yang dapat dituntut 
sesuai dengan jabatan. 
Menurut von Liszt, Berner dan von Swinderen, bahwa dipandang 
secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material dan 
ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih 
diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya.  (Lamintang, 
2011:218). 
Menurut Memorie van Toelicchting, disyaratkannya suatu 
pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan 
pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus 
tertentu itu akan mungkin mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi 
kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan 
daripada kenyataannya, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur dalam 
kasus tersebut. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah 
merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut 
diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan. 
(Lamintang, 2011:218). 
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Mengenai klachtdelict tersebut selanjutnya kita membuat suatu 
perbedaan antara yang disebut absolute klachtdelict dengan yang disebut 
relatieve klachtdelict.  
Yang dimaksud dengan absolute klachtdelict atau “delik aduan 
absolute” adalah delik yang pada dasarnya, adanya pengaduan itu 
merupakan voorwaarde van vervolgbaarheid atau merupakan syarat agar 
pelakunya dapat dituntut. (Lamintang, 2011:219). 
Di atas telah dikatakan “pada dasarnya”, oleh keadaannya adalah 
tidak selalu demikian, yaitu misalnya delik penghinaan. Menurut 
rumusannya di dalam Pasal 319 KUHP delik penghinaan itu adalah suatu 
delik aduan absolute, akan tetapi berdasarkan rumusannya di dalam 
Pasal 316 KUHP delik penghinaan tersebut bukan merupakan suatu delik 
aduan. 
Yang dengan relative klachtdelict atau “delik aduan relative” adalah 
delik di mana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu 
voorwaarde voor vervolgbaarheid atau suatu syarat untuk dapat menurut 
pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang 
dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. (Lamintang, 
2011:219). 
Sebuah contoh dari “relative klachtdelict” itu misalnya delik 
pencurian yang telah dirumuskan di dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP di 
mana adanya suatu pengaduan dari orang yang dirugikan itu adalah 
merupakan suatu syarat apabila orang yang bersalah atau yang telah 
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merugikan dirinya itu adalah seorang suami atau istri yang telah bercerai 
dari meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan 
dirinya ataupun apabila orang yang bersalah atau yang telah merugikan 
dirinya itu adalah saudaranya yang sedarah atau saudaranya karena 
perkawinan. 
Yang dimaksud dengan klacht atau pengaduan diatas adalah suatu 
laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang 
atau terhadap orang-orang tertentu. Pada delik-delik aduan absolute itu 
adalah cukup pengaduaanya menyebutkan peristiwanya saja, sedang 
pada delik-delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orangnya 
yang ia duga telah merugikan dirinya. 
Disebutkannya nama seseorang sebagai orang yang telah 
merugikan seorang pengadu pada sesuatu delik aduan absolute itu 
memberikan kemungkinan kepada alat-alat Negara untuk tidak saja 
melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan 
oleh pengadu, melainkan juga terhadap lain-lain peserta dari kejahatan 
walaupun nama-nama mereka itu tidak disebutkan didalam pengaduan. 
 
8. Gemene delicten dan politieke delicten  
Pembedaan antara gemene delicten atau delik-delik umum dengan 
politieke delicten atau delik-delik politik itu adalah sangat penting bagi 
lembaga uitlevering atau ekstradisi, mengingat bahwa perjanjian-
perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan 
negar-negara asing diantaranya juga berlaku bagi Republik Indonesia itu 
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menutup kemungkinan diekstradisikannya apa yang disebut politieke 
deliquenten atau “orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan 
politik”. (Lamintang, 2011:222). Dahulu kala dengan mudahnya para 
penjahat politik itu dapat diekstardisikan ke Negara-negara yang telah 
mereka rugikan. Akan tetapi setelah Belgia pada tahun 1833 
mencantumkan ketentuan tentang tidak dimungkinkannya ekstradisi 
orang-orang yang telah melakukan kejahatan politik di dalam Pasal 6 dari 
Undang-undang tahun 1833, ekstradisi itu telah berkembang menjadi 
suatu lembaga hokum yang diatur secara tegas dan di dalam praktek 
secara internasional telah diakui secara umum dan di ikuti oleh Negara-
negara lain. (Lamintang, 2011:222). 
Bagi negara Indonesia, tertutupnya kemungkinan untuk 
mengektradisikan orang-orang yang telah dituduh telah melakukan 
kejahatan-kejahatan politik itu telah tidak dicantumkan di dalam suatu 
pasal undang-undang melainkan di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi 
yang telah dilakukan oleh kerajaan Belanda dengan Negara-negara asing 
tertentu, yang dewasa ini juga berlaku bagi Republik Indonesia. 
Negara Indonesia tidak mengenal lembaga “mengekstradisikan 
warga Negara sendiri” melainkan hanya mengenal lembaga “ekstradisi 
dari orang-orang asing”, yaitu sebagaimana yang telah diatur di dalam 
peraturan Uitlevering van Vreemdelingen tercantum didalam Koninklijink 
Besluit atau di dalam Putusan Kerajaan tanggal 8 Mei 1883 Nomor 26, 
Staatsblad Tahun 1883 Nomor 188.  (Lamintang, 2011:223). 
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Pasal 2 dari peraturan mengenai ekstradisi dari orang-orang asing 
pun akan di ekstradisikan kecuali apabila merekan itu di luar negeri 
Belanda dan jajahannya (termasuk Indonesia) telah melakukan salah satu 
dari 28 macam tindak pidana yang telah disebutkan satu demi satu di 
dalam Pasal 2 tersebut pada umumnya merupakan kejahatan-kejahatan 
yang telah diatur di dalam Buku ke-2 dari KUHP, dan sama sekali tidak 
disinggung-singgung mengenai kejahatan-kejahatan politik. 
Menurut Hazewinkel-Suringa; (Lamintang, 2011:223). 
“Tertutupnya kemungkinan untuk mengekstradisikan orang-orang 
yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik itu adalah 
antara lain : 
1) Karena kejahatan-kejahatan politik itu kebanyakan ada 
hubungannya dengan buruknya bentuk Negara dari Negara 
yang telah meminta ekstradisi. 
2) Kerena para pelaku itu seringkali merupakan orang-oreng yang 
terhormat, orang-orang yang berani yang tidak sudi menjadi 
budak-budak di bawah pemerintahan yang mereka benci dan 
3) Karena kekuasaan pengadilan dinegar yang meminta ekstradisi 
itu tidak selalu bersikap tidak memihak”.  
 
Kesulitan untuk menentukan apakah suatu delik itu merupakan 
suatau kejahatan politik yang murni atau bukan seringkali timbul oleh 
karena di dalam kenyataannya memang terdapat kejahatan-kejahatan 
politik yang murni yang tujuan dari para pelakunya itu bersifat 
ketatanegaraan, akan tetapi disamping kejahatan-kejahatan yang 
tampaknya mirip dengan kejahatan-kejahatan politik, akan tetapi 
sebenarnya adalah tidak demikian, yakni misalnya pembunuhan terhadap 
kepala Negara dengan latar belakang berupa balas dendam yang bersifat 
pribadi. Sebaliknya juga sering dijumpai sejumlah kajahatan-kejahatan 
yang tampaknya adalah mirip dengan “gemene delicten” akan tetapi 
18 
kejahatan-kejahatan itu sesungguhnya adalah merupakan “politieke 
delicten”, yaitu misalnya pencurian terhadap surat-surat Negara yang 
bersifat rahasia. 
 
9. Delicten communia dan delictia propria 
Yang dimaksud dengan delicta communia adalah delik-delik yang 
dapat dilakukan oleh setiap orang, sedang delicta propria adalah delik-
delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang ataupun sebagai 
anggota militer. (Lamintang, 2011:224). 
Delicta communia itu sering juga disebut gemene delicten atau 
sebagai algemene delicten, sedang delicta propria itu juga sering disebut 
bijzondere atau delik-delik yang bersifat khusus. 
 
10. Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan 
gepriviligieerde delicten 
Yang dimaksud dengan eenvoudige delicten atau delik-delik yang 
sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah 
dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. (Lamintang, 2011:224). 
Yang dimaksud dengan gequlificeerde delicten atau delik-delik 
dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena 
didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka 
hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. (Lamintang, 2011:224). 
Yang dimaksud dengan geprivilligieerde delicten atau delik-delik 
dengan keadaan meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, 
yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan 
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maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan. (Lamintang, 
2011:224). 
Contoh dari suatu eenvoudig delict atau suatu “delik yang 
sederhana” adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah 
dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yakni “kesengajaan menghilangkan 
nyawa orang lain” yang diancam dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun.  
Contoh dari suatu “gequalificeerde delict” atau “delik dengan 
pemberatan” adalah misalnya delik pembunuhan yang telah dirumuskan di 
dalam Pasal 340 KUHP yakni delik pembunuhan dalam bentuk yang 
pokok berupa “kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain”, yang 
karena didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan yaitu “dengan 
direncanakan terlebih dahulu”, maka hukuman yang diancamkan menjadi 
diperberat yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun. 
Contoh dari suatu “gepriviligieerd delict” atau suatu “delik dengan 
keadaan-keadaan meringankan” adalah misalnya delik pembunuhan 
seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 341 KUHP yakni suatu delik 
pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa suatu “kesengajaan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain” (dalam hal ini adalah nyawa dari anak 
yang baru ia lahirkan) yang karena telah dilakukan oleh seorang ibu 
dengan suatu keadaan yang meringankan yaitu dengan semata-mata 
“kerena takut diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang 
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anak”, maka hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi 
diperingan yaiu dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun.  
Sebuah contoh lain dari eenvoudig delict atau “delik yang 
sederhana” seperti yang dimaksud di atas adalah misalnya delik 
pencurian dedalam bentuknya yang pokok sperti yang telah dirumuskan di 
dalam Pasal 362 KUHP, berupa perbuatan “mengambil sebuah benda 
yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan 
maksud untuk menguasai secara melawan hukum” dimana pelakunya 
telah diancam dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau dengan suatu hukuman denda setinggi-tingginya Sembilan 
ratus rupiah. 
Apabila delik pencurian di dalam bentuknya yang pokok sperti 
termaksud diatas telah dilakukan oleh pelakunya di dalam keadaan yang 
memberatkan seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal-pasal 363 dan 
365 KUHP, maka delik pencurian tersebut mendapat suatu kualifikasi 
sebagai gequalificeerd delict atau sebagai suatu “delik dengan 
pemberatan” deimana hukuman-hukuman yang telah diancamkan 
terhadap pelakunya itu telah diperberat masing-masing dengan hukuman 
penjara selama-lamnya tujuh, Sembilan, dua belas tahun dengan penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun. 
Apabila delik pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu telah 
dilakukan oleh pelakunya di dalam keadaan-keadaan yang meringankan 
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seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 364 KUHP,  maka delik 
pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu “gepriviligieerd 
delict”, di mana hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu 
menjadi diperingan, yaitu dengan suatu hukuman penjara selam-lamanya 
tiga bulan atau dengan suatu hukuman denda setinggi-tingginya Sembilan 
ratus rupiah. 
Keadaan-keadaan yang meringankan seperti yang telah disebutkan 
di dalam Pasal 364 KUHP itu adalah apabila pencurian itu tidak dilakukan 
didalam suatu “tempat kediaman” atau tidak dilakukan di atas suatu 
“pekarangan” yang tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat 
kediaman” ataupun apabila benda yang telah dicuri itu nilainya adalah 
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. 
 
B. Delik Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau 
dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan 
hukum. (hukumonline.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur 
dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya 
terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan 
maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-
sembunyi. (hukumonline.com). 
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Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada Pasal 
362, yang rumusannya sebagai berikut:  
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. 
 
Dari ketentuan  yang terdapat dalam KUHP  merupakan pencurian 
dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian 
ini dirumuskan secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana 
pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya . 
  
C. Jenis-jenis Delik Pencurian 
1. Pencurian Biasa 
Pencurian biasa ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 362 (R. 
Soesilo , 1988; 249)  
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”. 
 
Menurut R. Soesilo: 
1) Ini adalah “pencurian biasa”. Elemen-elemennya sebagai 
berikut: 
a. Perbuatan: “mengambil” 
b. Yang diambil harus suatu barang 
c. Barang itu harus, seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 
“memiliki” barang itu secara melawan hukum (melawan hak). 
2) “Mengambil” yakni mengambil untuk dikuasainya, maksudnya 
waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum 
ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya 
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sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, 
tetapi penggelapan (Pasal 372). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, 
apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru 
memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka 
orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru 
“mencoba” mencuri. 
3) “Sesuatu barang” yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, 
kalung, dsb. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya 
listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan 
lewat kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai 
ekonimis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut 
wanita untuk kenang-kenangan tanpa dengan izin wanita itu, 
termasuk pencurian, meskipun dua helai rambul itu tidak ada 
harganya. 
4) “Barang itu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
Sebagian milik orang lain, misalnya: A bersama B membeli 
sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan milik A dan B 
disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B 
menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, 
kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan 
seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya bianatang 
yang hidup dialam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh 
yang punya, dsb. 
5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
ingin memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang milik 
orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang 
dijalan kemudian mengambilnya. Bila waktu mengambil barang 
itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk 
pencurian. Jika waktu mengambil barang itu, pikiran terdakwa 
barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serenta 
datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak 
dieserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 
372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada 
ditangannya. 
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2. Pencurian dengan Pemberatan 
Pasal 363 KUHP: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun, dihukum: 
1e. Pencurian hewan (KUHP 101). 
2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau 
kesengsaraan dimasa perang. 
3e. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 
orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan 
dengan kemauaanya orang yang berhak (yang punya). (KUHP 98, 
167 s, 365). 
4e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih. (KUHP 364). 
5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk 
ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk 
diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat 
atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 s, 364 s). 
Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah 
satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan tahun (KUHP 35, 366, 486). 
 
Menurut R. Soesilo: 
 
1) Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan 
pemberatan” atau “pencurian dengan kwalifikasi dan diancam 
dengan hukuman yang lebih berat”. 
Apakah yang diartikan dengan “pencurian dengan 
pemberatan”? Ialah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan 
disertai dengan keadaan seperti berikut: 
a. Bila barang yang dicuri adalah “hewan” dan yang 
dimaksudkan dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101, 
yaitu semua macam binatang yang memamah biak (sapi, 
kerbau, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, 
keledai) dan babi, anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan 
hewan karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu.  
Pencurian hewan dianggap berat karena milik seorang 
peternak yang penting. 
b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian 
malapetaka, maka pencurian ini dianggap pencurian berat, 
25 
karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut 
dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang 
orang yang mempergunakan saat orang lain mendapatkan 
celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang 
merendahkan budinya. 
c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.  
“malam” yakni waktu antara mata hari terbenam dab terbit 
(lihat pasal 98). 
“rumah” (woming) yakni tempat yang digunakan untuk 
berdiam siang-malam. 
Artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah “gudang” atau “toko” 
yang tidak didiami siang-malam tidak termasuk pengertian 
rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb, yang siang 
malam digunakan sebagai kediaman termasuk sebutan 
rumah.  
“Pekarangan tertutup” yakni suatu pekerangan yang 
sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata 
seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat 
dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak 
bisa masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus masuk 
betul-betul kedalam rumah dan melakukan pencurian disitu. 
Apabila ia berdisri diluar dan mengait pakaian melalui 
jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja 
kedalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak termasuk 
disini. 
d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. 
Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua 
harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan 
(Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat 
(Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 
56). 
e. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk kedalam tempat 
kejahatan atau mencapai barang yang akan dicurinya 
dengan jalan membongkar, memecahkan dsb. 
“Membongkar” yakni merusak barang yang agak besar, 
misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus 
ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Pencuri yang 
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mengangkat pintu dari enselnya itu tidak ada kerusakan 
sama sekali, tidak termasuk pengertian “membongkar”. 
“memecah” yakni merusak barang yang agak kecil, misalnya 
memecah peti kecil, memcah kaca jendela dsb. 
“perintah palsu” yakni suatu perintah yang kelihatannya 
seperti surat perintah asliyang dikeluarkan oleh orang yang 
berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang 
pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membaw 
surat keterangan palsu dari perusahaan listrik, sehingga ia 
bisa masuk kedalam rumah, tapi ternyata surat 
keterangannya itu palsu. 
“pakaian jabatan palsu” yakni costum yang dipakai oleh 
orang, sedang dia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri 
dengan memakai uniform polisi dan berpura-pura sebagai 
seorang polisi dan ia masuk kedalam rumah dan mencuri 
barang-barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan 
pemerintah, dapat pula dari sebuah parusahaan partikulir. 
2)  Dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan: 
a. Sitersalah masuk ketempat kejahatan dengan jalan 
membongkar dsb, ini berarti bahwa pembongkaran itu 
dilakukan untuk “masuk” ketempat itu, jadi bukan untuk 
“keluar” atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri 
yang waktu sore masuk kedalam rumah dengan melalui 
pintu yang telah terbuka, lalu bersembunyi didalam rumah 
itu, kemudian setelah malam buta, dan orang yang punya 
rumah telah tertidur nyenyak, pencuri itu keluar dari 
persembunyiannya, mengambil barang-barang yang ada 
didalam rumah itu, dan untuk dapat “keluar” dari rumah itu 
dia harus membongkar pintu rumah, maka peristiwa itu tidak 
termasuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu 
untuk “keluar” dan bukan masuk kedalam tempat kejahatan. 
b. Sitersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan 
membongakar dsb. “mencapai” artinya memasukkan 
kedalam kekuasaanya. Misalnya, seoarang mencopet uang 
didalam saku, dengan menggunting saku itu. Atau mencuri 
uang dalam lemari atau peti besi didalam rumah dengan 
merusak lmari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut arrest 
Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan 
manarik rantai arloji itu sampai putus atau mencuri hewan 
dengan memotong ikatan hewan itu, tidak termasuk 
“membongkar” atau “memecah” 
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3. Pencurian Ringan 
Pasal 364 KUHP:  
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 
4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asal 
saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan 
yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang 
dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai 
pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Rp 900,-.” 
 
Menurut R.Soesilo: 
1) Ini dinamakan “pencurian ringan”, yaitu : 
a. Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri 
tidak lebih dari Rp 250,- 
b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 
sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,- dan 
c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya 
dengan jalan membongkar, memecah dsb (Pasal 363 sub 5) 
jika: 
i. Harga tidak lebih dari Rp 250,- dan 
ii. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya. 
2) Dengan demikian maka, pencurian yang meskipun harga 
barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 250,- toch tidak bisa 
menjadi pencurian ringan, yaitu: 
a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1); 
b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain-lain 
(Pasal 363 sub 2); 
c. Pencurian pada waktu malam, dan dalam rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada orang yang berhak (Pasal 363 
sub 3); dan 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). 
3)   Misalnya: 
a. B mencopet dipasar dari saku baju orang uang sebanyak Rp 
20,- = pencurian ringan. 
b. A dan B (dua orang) mencopet dipasar dari saku baju orang 
uang Rp 23,- = pencurian ringan. 
c. A pada waktu siang dengan tidak setahu yang berhak masuk 
kedalam rumah orang melalui pintu yang terbuka saja dan 
mencuri dalam rumah itu barang seharga Rp 24,- = 
pencurian ringan. 
d. Jika pencurian tersebut c diatas ini dilakukan pada waktu 
malam, maka bukan pencurian rinan, akan tetapi pencurian 
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dengan pemberatan (Pasal 363 sub 3), karena dilakukan 
pada waktu malam, dalam rumah dan masuknya dengan 
tidak setahu yang berhak. 
e. Harga itu tidak lebih dari Rp 250,- jadi persis Rp 250,- masuk 
pencurian ringan. Pencurian barang yang harganya tidak 
dapat dinilai dengan uang, tidak termasuk pencurian ringan. 
 
4. Pencurian dengan Kekerasan 
Pasal 365 KUHP:  
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, 
dihukum pencurian yang didahului atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu 
atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi 
dirinya sendiri atau temannya yang turut melakukan kejahatan 
itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, 
ada ditangannya (KUHP 89, 335). 
(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 
1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam 
sebuah rumah atau pekarang tertutup, yang ada rumahnya atau 
dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang 
berjalan. (KUHP 98, 363). 
2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama 
atau lebih (KUHP 363-4). 
3e. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu 
dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan 
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu 
(KUHP 99, 100, 364 s). 
4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat 
(KUHP 90). 
(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan 
jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366). 
(4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-
lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu 
menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, 
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai 
pula oleh salah suatu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3 
(KUHP 339, 366, 486). 
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Menurut R.Soesilo: 
 
1) Ini adalah “pencurian dengan kekerasan”. Tentang “kekerasan” 
lihat Pasal 89. Disini termasuk pula mengikat orang yang punya 
rumah, menutup didalam kamar dsb. Kekerasan atau ancaman 
kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada 
barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau 
setelah pencurian itu dilakukan, asalkan niatnya untuk 
menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika 
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau 
temannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau 
supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang 
pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena 
kekerasan itu tidak dikenakan pada orang. 
2) Ancaman diperberat jika “pencurian dengan kekerasan” ini 
disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 
1 s/d 4. Tentang rumah, pekarangan tertutup, membongkar, 
memanjat, perintah palsu dan pakaian palsu, lihat catatan pada 
Pasal 363. tentang “malam” Pasal 98,  tentang “anak kunci 
palsu” Pasal 100, tentang memanjat lihat Pasal 99 dan tentang 
luka berat Pasal 90. 
3) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat orang mati, 
ancaman hukumannya diperberat. “kematian” disini bukan 
dimaksudkan oleh si pembuat, apabila kematian itu dimaksud 
(niat) oleh si pembuat, maka ia dikenakan pasal 339. 
4) Bandingkan “pencurian dengan kekerasan” (Pasal 365) dengan 
“pemerasan” (Pasal 368). Jika kena kekerasan atau ancaman 
kekerasan itu si pemilik barang “menyerah” lalu memberikan 
barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk 
“pemerasan” (Pasal 368), akan tetapi apabila si pemilik barang 
itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak 
mnyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka 
hal ini termasuk “pencurian dengan kekerasan”.   
 
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga  
Pasal 366 KUHP: 
“Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu perbuatan 
yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan 
hukuman pencabutan haknya tersebut dalam pasal 31 No. 1-4.” 
 
Pasal 367 KUHP:  
(1)  Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan diterangkan 
dalam bab ini ada suami isteri orang yang terkena kejahatan 
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itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau 
bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak 
dapat dituntut hukuman. 
(2) Jika ia suaminya/isterinya yang sudah diceraikan meja makan, 
tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang 
itu karena kawin, baik dlaam keturunan yang lurus, maupun 
keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka 
bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada 
pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. 
(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan 
dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (KUHP 55 s, 72 
s, 99, 370, 376, 394, 404, 141). 
 
Menurut R.Soesilo: 
 
1) Ini adalah “pencurian dalam kalangan keluarga”. 
Pencurian atau membantu pada pencurian diatas kerugian 
suami atau isterinya tidak dihukum, oleh karena kedua orang itu 
sama-sama memiliki harta benda suami-isteri. Hal ini 
didasarkan pula atas alasan tata-susila. Bukanlah mudah 
dirasakan tidak pantas, bahwa dua orang yang telah terikat 
dalam suratan hubungan suami-isteri, pertalian yang amat erat  
yang biasa disebut perkawinan oleh penuntut umum (wakil 
Pemerintah) diadu satu melawan yang lain dimuka siding 
Pengadilan. Baik mereka yang tunduk pada Kitab Undang-
undang Hukum Sipil, maupun yang tunduk pada hukum Adat 
(Islam), selama tali perkawinan itu belum putus maka pencurian 
antara suami-isteri tidak dituntut. 
Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum 
Sipil (B.W) berlaku aturan tentang “cerai meja makan” yang 
berakibat, bahwa perkawinan masih tetap, akan tetpi kewajiban, 
suami-isteri untuk tinggal bersama serumah ditiadakan. Dalam 
hal ini, maka pencuriannya oleh suami atau isteri dihukum pula, 
akan tetapi harus ada pengaduan dari suami-isteri yang 
dirugikan (delik aduan). Hukum Adat (Islam) bangsa Indonesia 
tidak mengenal perceraian meja dan tempat tidur ataupun 
perceraian harta benda, oleh karena itu maka bagian Pasal 367 
yang mengenl suami-isteri yang bercerai meja dan tempat tidur 
atau harta benda tidak dapat diberlakukan pada mereka yang 
tunduk pada Hukum Adat (Islam). Oleh karena itu, maka 
terhadap pencurian antara suami-isteri mereka yang tunduk 
pada Hukum Adat (Islam) selalu tidak mungkin diadakan 
penuntutan dan pencurian demikian itu tidak pernah merupakan 
delik aduan. Dalam kedua tersebut diatas, apabila suami-isteri 
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itu telah bercerai sama sekali, maka pencurian itu dituntut 
dengan tidak usah ada pengaduan. 
2)  Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah 
sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, 
maka sipembuat hanya dapat dituntut atau pengaduan dari 
orang yang memiliki barang itu (delik aduan). 
3) Tentang “keluarga sedarah”, “keluarga perkawinan”, “turunan 
lurus”, “turunan menyimpang” dan “pengaduan”. Misalnya, 
seorang anak yang mencuri barang bapaknya atau seorang 
kemanakan yang mencuri harta benda mamaknya 
(Minangkabau) itu adalah delik aduan. 
4) Kejahatan “sekongkol” (menadah) dalam Pasal 480 yang 
dilakukan oleh seorang anak pada pencurian harta benda 
bapaknya sendiri itu bukan delik aduan, jadi tetap dituntut, 
meskipun bapaknya tidak mengadu (tidak menghendaki 
tuntutan itu).     
 
D. Pengertian Deelneming atau Keturutsertaan 
Masalah deelneming atau keturutsertaan itu oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan 
tetapi apa yang disebut deder itu telah disebutkan oleh pembentuk 
undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya 
apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam 
Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai pembicaraan mengenai 
masalah pelaku (deder) dan keturutsertaan (deelneming) daripada disebut 
semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni 
seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda. (Lamintang, 
2011:583). 
Untuk memeperoleh kejelasan mengenai apa yang telah dikatakan 
di atas itu, baiklah kita melihat rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan 
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pidana di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana dimaksud di 
atas. 
Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut 
rumusannya yang asli dalam bahasa Belanda dengan Rumusan sebagai 
berikut : 
1) Ais DADERS van een strafbaar feit worden gestraft : 
i. Zij die het feit PLEGEN, DOEN PLEGEN of 
MEDEPLEGEN; 
ii. Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van 
aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het 
verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het 
OPZETTELIJK UITLOKKEN, benevens hare gevolgen. 
2) Ten aanzien der laatsten komen allen die handelingen in 
aanmerking die zij OPZETTELIJK UITGELOKT.  (Lamintang, 
2011:583-584). 
yang artinya : 
1) Dihukum sebagai PELAKU-PELAKU dari suatu tindak 
pidana yaitu: 
i. Mereka yang MELAKUKAN, MENYURUH 
MELAKUKAN atau yang TURUT MELAKUKAN; 
ii. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-
janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 
keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau 
dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan 
memberikan kesempatan, sarana-sarana atau 
keterangan-keterangan, dengan sengaja telah 
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan. 
2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah 
tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka 
gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-
akibatnya. 
 
Sedang ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 
56 KUHP itu, menurut rumusan yang asli dalam bahasa Belanda dengan 
rumusan sebagai berikut : 
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Ais MEDEPLICHTIGEN  aan een misdrift worden gestraft : 
1) Zij die opzette BEHULPZAAM ZIJN bij het plegen van het 
misdrijf; 
2) Zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen ver 
schften tot het plegen van het misdrijf.  (Lamintang, 2011:584).  
 
yang artinya : 
Dihukum sebagai PEMBANTU-PEMBANTU di dalam suatu 
kejahatan, yaitu : 
1) Mereka yang dengan sengaja telah MEMBERIKAN BANTUAN 
dalam melakukan kejahatan tersebut: 
2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, 
sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan 
kejahatan tersebut. 
 
 
 
E. Bentuk-bentuk Deelneming 
Benuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut 
ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu 
adalah : (R.Soesilo, 1995:73). 
1. Pelaku 
1) Orang yang melakukan (dader). Orang ini adalah orang yang 
sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen 
dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan 
dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen 
status sebagai pegawai Negeri. 
2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini 
sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan 
yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang 
melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, 
meskipun demikian dalam hukum ia tetap dipandang sebagai 
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orang yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh 
orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu 
alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena 
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya 
delam hal-hal sebagai berikut : 
a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP, 
umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi kerena tidak 
berani melakukannya sendiri, ia telah menyuruh C (orang gila) 
untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C 
betul0betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, 
maka C tidak dapat dihukum kerana ridak dapat 
dipertanggungjawabkan, sedang yang dihukum sebagai 
pembunuh ialah A. 
b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh 
kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut 
pasal 48 KHUP, umpamanya A berniat membakar rumah B 
dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya 
membakar rumah itu. Jika C menurut membkar rumah itu, ia 
tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun 
tidak membakar sendiri, toch dihukum sebagai pembakar. 
c. Telah melakukan perbuatan itu atsa perintah jabatan yang 
tidak syah menurut pasal 51 KUHP, misalnya seorang 
inspektur Polisi ingin membalas dendam pada seorang 
musuhnya dengan memasukkan orang itu kedalam tahanan. 
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Ia menyuruh B seorang agen Polisi dibawah perintahnya 
supaya menangkap dan memasukkannya ke dalam tahanan 
dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka pencuri. Jika B 
melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas 
merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa 
perintah itu adalah syah, sedang yang dihukum sebagai 
perampas kemerdekaan ialah tetap si Inspektur Polisi. 
d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan 
sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang 
sedang ditaroh dimuka kantor pos. Ia tidak berani 
menjalankan sendirian, akan tetapi ia dengan menunggu 
ditempat agak jauh minta tolong kepada B untuk mengambil 
sepeda itu dengan dikatakan bahwa, ia adalah pemiliknya. 
Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak syah mencuri, 
karena element “sengaja” tidak ada. Yang dihukum sebagai 
pencuri tetap A. 
3) Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” 
dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-sedikitnya 
harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan 
orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. 
Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan 
perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir aau elemen dari 
peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan 
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perbuatan persiapan saja atau perbuatan sifatnya hany 
amenolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu 
tidak masuk (medepleger) akan tetapi dihukum sebagai 
“membantu melakukan” (medeplichtig) tersebut dalam pasal 56 
KUHP. Contoh A bernia mencuri dirumah B dan mengajak C 
untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk kedalam 
rumah dan mengambil barang-barang atau C yang menggali 
lubang “gasiran” sedang A yang masuk dan mengambil barang-
barangnya. Disini C dihukum sebagai medepleger, karena 
melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C 
hanya berdiri diluar untuk menjaga dan member isyarat kalau 
ada orang dating, maka C dihukum sebagai medeplichtige pasal 
56 KUHP, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. 
4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, 
memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan 
perbuatan kejahatan (uitlokker). Orang itu harus sengaja 
membujuk orang ain, sedang membujuknya harus memakai salh 
satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai 
kekuasaan dsb, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak 
boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh 
melakukan” sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang 
yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada 
“membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum 
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juga sebagai pleger, sedang pada “suruh melakukan”, orang 
disuruh itu tidak dapat dihukum. 
a. Jalan-jalan yang harus dipakai untuk membujuk ialah : 
“pemberian atau janji”, tidak usah terdiri dariuang atau barang, 
janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan memakai 
kawinkan dengan anak perempuannya. 
b. “memakai kekuasaan atau pengaruh”, kekuasaan itu tidak 
perlu jabatan Negeri, bisa juga kekuasaan antara bapak dan 
anak, majikan dan buruhnya. Pengaruh itu lain dari pada 
kekuasaan, misalnya pengaruh seorang guru terhadap 
muridnya. 
c. “kekerasan atau ancaman”. Kekerasan atau ancaman ini tidak 
boleh demikian besarnya, sehingga orang yang akan dibujuk 
itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, 
maka ia tidak dapat dihukum penjara karena overmacht dan 
hal ini tidak termasuk pembujukan (uitlokking) akan tetapi 
suruh melakukan (doenplegen). 
d. “tipu daya”. Ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang 
dibujuk itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian  
suruh melakukan (doenplegen). 
e. “memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan”. Ini 
hampir sama halnya dengan “membantu melakukan” 
(medeplichting) dalam Pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah 
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pada “uitlokking” maka orang yang dengan sengaja member 
kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai initiative 
untik melakukan peristiwa pidana, sedang pada 
“medeplichting” initiative untuk melakukan peristiwa pidana itu 
asalnya bukan orang lain, ialah yang melakukan peristiwa 
pidana, misalnya A berniat akan membunuh B 
memberitahukan maksudnya pada C dan minta pinjam pistol 
C melakukan pembunuhan itu. Jika C memberikan pistol itu, 
dan pembunuhan jadi dilakukan, maka C salah 
“medeplichting” karena initiatif akan membunuh tidak asal dari 
C. 
Umpamanya sekarang A mempunyai pistol dan berniat untuk 
membunuh B, akan tetapi tidak berani melakukannya sendiri. A tahu, 
bahwa C adalah musuh B. Berhubung dengan itu A sambil memberikan 
pistolnya, menganjurkan kepada C (yang mula-mula tidak ada niat 
membunuh) supaya membunuh B. Jika C jadi membunuh B, maka A salah 
satu pembujuk (uitlokking), karena initiative untuk membunuh asal dari dia. 
“Membujuk melakukan” (uitlokking) dan “suruh melakukan” (doenplegen) 
dapat berlaku bagi kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi membantu 
melakukan (medeplichting) hanya kejahatan saja, pelanggaran tidak 
(Pasal 60 KUHP). 
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2. Membantu melakukan (Medeplichtigheid) 
Pasal 56 KUHP : 
“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan 
(KUHP Pasal 58, 86) : 
1e. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan 
itu (KUHP 186): 
2e. barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya 
upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP 57 
s., 60, 86, 236 s).” 
 
Orang salah “membantu melakukan” (medeplichtig), jika ia sengaja 
memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak 
sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah 
kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan 
“sekongkol” atau “tadah” (heling) melanggar Pasal 480 KUHP, atau 
peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. 
Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara 
kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya 
upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. 
“Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi  
bantuan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu 
timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah 
berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking). 
Pencuri datang pada seorang pembantu rumah tangga member 
tahukan, bahwa ia akan mencuri dirumah majikan pembantu rumah 
tangga itu, jika kemudian pembantu itu memberikan keterangan-
keterangan letak brangkas atau memberikan kunci untuk membuka 
brangkas majikannya, maka pembantu rumah tangga itu salah “membantu 
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melakukan “ pencurian, karena initiative untuk mencuri bukan asal dari dia 
akan tetapi dari pencuri sendiri. Lain halnya jika pembantu rumah tangga 
tersebut, karena menyimpan kunci berangkas majikannya, ia berniat akan 
mencuri uang dari berangkas tersebut, tetapi tidak berani melakukan 
pencurian itu sendiri, kemudian ia datang kepada seorang jahat, dengan 
menyerahkan kunci berangkas kepadanya orang itu diminta supaya 
menjalankan pencurian tersebut, maka pembantu rumah tangga itu bukan 
salah “membantu melakukan”, akan tetapi salah “membujuk melakukan” 
pada pencurian oleh karena initiative untuk mencuri asalnya dari 
pembantu rumah tangga itu. 
Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril 
maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya “membantu” saja, tidak 
boleh demikian besarnya, sehingga orang itu harus dianggap melakukan 
suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, 
sebab jika demikian, maka hal ini termasuk golongan “turut melakukan” 
dalam pasal 55 KUHP. Terdakwa yang kepada dua orang yang 
bermaksud akan mencuri, atas permintaan mereka, yang sedang nasib 
malang pada pihak yang kecurian, itu menurut Putusan Pengadilan Negeri 
Sumedang 20 April 1937, salah karena mengatakan “membantu” 
pencurian, putusan mana dibantah oleh . W.F.L. Buschkens dengan 
mengatakan, meskipun bila seandainya dapat ditetapkan dengan pasti, 
hari-hari manakah yang baik untuk melakukan pencurian itu, akan tetapi 
semua orang-orang yang mendiami rumah dan polisi pada hari-hari itu 
dapat berjaga-jaga. 
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3. Unsur Keadaan yang Menyertai 
Adami Chazawi berpendapat: (Adami Chazawi, 2009:64). 
Unsur keadaan yang menyertai adalah semua keadaan ketika 
perbuatan yang dilakukan yang dicantumkan dalam rumusan tindak 
pidana. Keadaan menyertai dapat mengenai beberapa hal, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Mengenai cara melakukan perbuatan 
2. Mengenai vara untuk dapatnya dilakukan perbuatan 
3. Mengenai objek hokum tindak pidana 
4. Mengenai subjek hokum tindak pidana 
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana 
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.   
 
Diantara enam macam unsur keadaan yang menyertai tersebut, 
unsur keadaan yang menyertai mengenai objek hukum tindak pidana 
dapat bersifat subjektif dan selebihnya selalu bersifat objektif. 
a. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Cara Melakukan 
Perbuatan 
Unsur tingkah laku (aktif maupun pasif) adalah unsur mutlak tindak 
pidana. Selalu ada dalam rumusan tindak pidana. Pada tindak pidana 
aktif, di samping mencantumkan unsur perbuatan aktif terkadang 
mencantumkan juga cara melakukannya. Dengan disebutkan unsur cara 
melakukan, maka unsur perbuatan yang semula abstrak dalam 
pelaksanaannya menjadi lebih konkret karena dibatasi oleh unsur cara 
dilakukannya perbuatan tersebut. (Adami Chazawi, 2009:65). 
Pada dasarnya, unsur cara itu juga merupakan perbuatan. Akan 
tetapi, berdasarkan penempatan dan hubungan antar kedua unsur 
tersebut dalam rumusan tindak pidana, dengan mudah dapat dibedakan 
antara perbuatan dan cara melakukannya. 
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Dalam struktur rumusan Pasal 285, 289, 335, 368, 369, 378 KUHP 
dengan mudah dapat dibedakan mana unsur perbuatan dan mana unsur 
cara melakukan perbuatan. Pada pasal-pasal tersebut, kecuali Pasal 378 
unsur perbuatannya adalah “memaksa”. Unsur perbuatan pada Pasal 378 
(oplichting) – menggerakkan. Cara-cara melakukan perbuatan juga ada 
persamaan, yaitu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan (Pasal 285, 
289, 335, dan 368 KUHP). Sementara itu, pada Pasal 369 dengan cara 
akan membuka rahasia dan mencemarkan nama baik. Pasal 378 dengan 
menggunakan cara: nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan 
rangkaian kebohongan. 
Dalam pasal-pasal yang dicontohkan tersebut, dapat dilihat 
hubungan dan kedududkan antara perbuatan dan cara melakukan 
perbuatan, masing-masing unsur dalam struktur rumusan tindak pidana. 
b. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Cara Untuk Dapat 
Dilakukannya Perbuatan     
Unsur untuk cara dapat dilakukannya perbuatan adalah unsur 
perbuatan yang harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum si pembuat 
dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana. 
Unsur ini dapat juga disebut dengan unsur “syarat untuk dapatnya 
melakukan perbuatan” yang dilarang. Bukan cara untuk melakukan 
perbuatan yang dilarang. Untuk dapatnya mewujudkan perbuatan yang 
dilarang, terlebih dahulu harus melakukan suatu perbuatan lain. 
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Perbuatan lain inilah yang menjadi syarat agar perbuatan yang dilarang 
dapat diwujudkan. (Adami Chazawi, 2009:68). 
Misalnya, Pasal 363 Ayat (1) butir 5 KUHP. Disebutkan cara-cara 
yang harus dilakukan lebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang 
dilarang (mengambil benda milik orang lain). Cara-cara tersebut yaitu, 
dengan merusak, membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu dan pakaian jabatan palsu. Tanpa melakukan salah satu 
perbuatan (cara-cara) tersebut tidak dapat si pembuat melakukan 
perbuatan mengambil (barang yang akan dicuri). Oleh karena itu, objek 
benda pencurian berada didalam suatu ruang atau tempat. Untuk sampai 
ketempat itu lebih dulu harus menggunakan cara-cara tersebut. Dalam 
Pasal 363 Ayat (1) butir 5 KUHP. 
c. Unsur Keadaaan yang Menyertai Mengenai Objek Hukum 
Tindak Pidana. 
Unsur ini berupa semua keadaaan yang melekat pada objek tindak 
pidana. Unsur objek tindak pidana selalu terdapat dalam setiap rumusan 
tindak pidana, yaitu berupa unsur yang pada umumnya dituju oleh 
perbuatan. Pada umumnya, objek tindak pidana menyatu dengan objek 
perbuatan. Unsur objek paling mudah diketahui karena ditempatkan 
dimuka unsur perbuatan. Misalnya, menghilangkan nyawa orang lain pada 
pembunuhan. Mengambil barang milik orang lain pada pencurian. “Nyawa” 
adalah objek pembunuhan. “Barang” adalah objek pembunuhan. “Orang 
lain” pada pembunuhan dan “milik orang lain” pada pencurian merupakan 
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unsur keadaaan yang menyertai mengenai objek pidana. (Adami Chazawi, 
2009:69). 
Banyak unsur keadaan yang menyertai melekat pada objek tindak 
pidana dan selalu bersifat objektif. Misalnya, unsur “milik orang lain” 
(Pasal 272, 406, 401 KUHP); atau unsur “belum waktunya dikawin” (Pasal 
288); atau “belum dewasa yang baik tingkah lakunya” (Pasal 293); atau 
unsur “yang telah kelihatan mabuk” (Pasal 300 ayat 1), dan sebagainya. 
 
d. Unsur Keadaaan yang Menyertai Mengenai Subjek Hukum 
Tindak Pidana 
Keadaaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana 
merupakan segala keadaan yang melekat atau menyertai pada diri si 
pembuat tindak pidana. Dari sifatnya dibedakan antara yang bersifat 
objektif dan yang bersifat subjektif. Keadaan yang menyertai mengenai 
subjek hukum bersifat objektif yakni segala sesuatu mengenai kualitas 
pribadi si pembuat. Misalnya, seorang Nahkoda (Pasal 325, 499 KUHP); 
awak kapal (Pasal 326 KUHP); seorang ibu (Pasal 341, 342 KUHP); orang 
yang terpaksa diberi barang untuk disimpan, wali, pengampu, pengurus, 
wasi (Pasal 375); seorang warga Negara RI (Pasal 451 KUHP). Unsur itu 
juga telah dibicarakan dibagian terdahuu, yakni mengenai unsur kualitas 
pribadi si pembuat. 
Sementara itu, unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek 
tindak pidana yang bersifat subjektif adalah keadaan mengenai batin 
subjek hokum tindak pidana. Misalnya, “dengan rencana lebuh dulu” pada 
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Pasal 340, 353, walaupun unsur rencana lebih dulu didalamnya ada aspek 
objektif (subjektif yang diobjektifkan), atau unsur apa tujuan yang patut 
atau untuk tujuan yang patut (Pasal 302 KUHP). 
e. Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Tempat 
Dilakukannya Tindak Pidana 
Unsur ini berupa segala keadaan mengenai tempat tempat 
dilakukannya tindak pidana yang dicantumkan secara tegas dalam 
rumusan tindak pidana. Misalnya, di sebuah kediaman atau pekarangan 
yang tertutup yang ada tempat kediamannya (Pasal 363 Ayat 1 butir 3 
KUHP); di muka umum (Pasal 160, 207, 532 KUHP); berada dijalan umum 
(Pasal 536 ayat 1 KUHP), di tempat lalu lintas umum (Pasal 533 KUHP). 
f. Unsur Keadaaan yang Menyertai Mengenai Waktu 
Dilakukannya Tindak Pidana 
Unsur ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, baik berupa 
unsur pokok maupun marupakan unsur syarat untuk memperberat pidana. 
Unsur pokok  tindak pidana merupakan unsur yang membentuk tindak 
pidana. Oleh karena membentuk tindak pidana, maka unsur ini tidak dapat 
dihilangkan. Misalnya, “dalam masa perang” (Pasal 124, 127 KUHP). 
Unsur “pejabat yang sedang menjalankan tugas yang syah” (Pasal 212, 
217 KUHP). 
Keadaan yang menyertai mengenai waktu sebagai syarat 
memperberat pidana  waktu tertentu menjadi syarat untuk diperberatnya 
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pidana si pembuat. Misalnya, “waktu malam”, waktu kebakaran, letusan, 
banjir, gempa bumi, letusan dan lain-lain (Pasal 363 Ayat (1) KUHP). 
Unsur mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang berupa 
syarat memperberat pidana tidak berupa unsur yang membuat tindak 
pidana. Tindak pidana pencurian telah terbentuk tanpa ada unsur “waktu 
malam” dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3; atau tanpa “waktu kebakaran”, 
“letusan”, “banjir”, “gempa bumi”, dan sebagainya dalam Pasal 363 ayat 1 
ke-2 kejahatan pencurian telah terbentuk. Oleh karena unsur pokok 
pencurian ada dimuat dalam Pasal 362.   
 
F. Gabungan tindak pidana atau samenloop van strafbare feiten 
1. Eendaadse Samenloop atau Concursus Idealis 
Gabungan satu perbuatan (eendaadse samenloop atau concursus 
idealis). Disebutkan dalam peraturan Pasal 63 KUHP. Jenis concursus ini 
terjadi apabila seorang melakukan satu tindak pidana tetapi dengan 
melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi rumusan dari beberapa 
ketentuan pidana (perbarengan peraturan). Contohnya : A ingin 
membunuh B yang sedang duduk dibelakang kaca, pada saat ingin 
membunuh B, si A dengan tanpa sadar ikut memecahkan kaca tersebut. 
(Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, 2004:119-120). 
Satu perbuatan A (membunuh) ini memenuhi 2 rumusan ketentuan 
pidana yaitu : Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 406 
KUHP tentang pengrusakan barang. Konstruksi pasal 63 KUHP  
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mempersyaratkan bahwa beberapa perbuatan itu tidak dapat dipisah-
pisahkan tanpa melenyapkan yang lain. 
SIMONS berpendapat; (Lamintang, 2011:673). 
“Apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku terlarang dan 
dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah 
memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau 
dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, 
tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di 
situ terdapat apa yang disebut eendaadse samenloop atau 
concursus idealis ataupun apa yang oleh Profesor HAMEL juga 
telah disebut sebagai samenloop van strafbepalingen atau 
gabungan ketentuan-ketentuan pidana”.  
 
Menurut SIMONS, apabila seorang tertuduh itu telah melakukan 
satu perilaku yang terlarang, dan perilakunya itu ternyata telah 
menimbulkan beberapa akibat yang sejenis atau yang gelijksoortig, maka 
di situ terdapat apa yang disebut gelijsoortige samenloop atau suatu 
concursus idealis homogenius. (Lamintang, 2011:676). 
Apa yang disebut eendaadse samenloop atau concursus idealis 
atau samenloop van strafbepalingen di atas, oleh pembentuk undang-
undang telah diatur di dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP yang rumusannya :  
“Val teen feit in meer dan eene strafbepalingen, dan wordt slecht 
eene dier bepalingen toegepast, bij verschil die daarbij de 
zwaarste hoofdstraf is gesteld”. (Lamintang, 2011:677). 
 
Yang artinya : “Apabila suatu perilaku itu termasuk kedalam lebih 
dari pada satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari 
ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang diberlakukan, dan apabila 
terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana 
yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat”. 
48 
Tim penerjemah Badan Pembina Hukum Nasional Departemen 
Kehakiman (Lamintang, 2011:678) telah menerjemahkan rumusan Pasal 
63 ayat 1 KUHP tersebut dengan rumusan sebagai berikut : 
“Jika suatu perbuatan masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana, 
maka yang dikenakan  hanyalah salah satu dari diantara 
aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, maka yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. 
 
2. Meerdaadse Samenloop atau Concursus Realis 
Apa yang disebut meerdaadse samenloop atau concursus realis 
ataupun apa yang oleh van Hamel (Lamintang, 2011:696) juga disebut 
sebagai samenloop van delikten itu, oleh pembentuk undang-undang telah 
diatur di dalam Pasal-pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. 
Rumusan Pasal 65 KUHP sebagai berikut : 
1) Bij samenloop van meerdere faiten die als op zich zelve staande 
handelingen moeten worden beschouwd en meerdere misdrijven 
opleveren waarop gelijksoortige hoofdstaffen zijn gesteld, wordt 
eene staft uitgesproken; 
 
Yang artinya : 
1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang 
sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang 
telah menyebabkan terjadinya bebrapa kejahatan yang telah 
diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu hukuman; 
 
Rumusan dari Pasal 66 KUHP sebagai berikut : 
1) Bij samenloop van meerdere feiten dia als op zich zelve staande 
handelingen moeten worden beschouwd en meerdere misdrijven 
opleveren waarop ongelijksoortige hoofdstraft zijn gesteld, wordt 
elke dier straffen uitgesproken, doch mogen te zamen in duur de 
langstdurende met niet meer dan een derde overtreffen; 
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yang artinya : 
1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang 
sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang 
telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah 
diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang tidak sejenis, 
maka dijatuhkan bagi tiap-tiap tindakan itu satu hukuman, akan 
tetapi lamanya hukuman tersebut secara bersama-sama tidaklah 
boleh melebihi lamanya hukuman yang terberat ditambah 
dengan sepertiganya; 
 
Tim penerjemah Wetboek van Straftrecht dari Badan Pembina 
Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan rumusan 
Pasal 65 ayat 1 KUHP di atas dengan perkataan-perkataan : 
1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; 
Sedangkan rumusan dari Pasal 66 ayat 1 KUHP itu telah 
diterjemahkan dengan rumusan : 
1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan 
pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas 
tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 
maksimum pidana terberat ditambah sepertiga; 
 
Apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah 
melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam 
jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi 
hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang 
telah dilakukan. 
Apabila di dalam jangka waktu seperti dimaksudkan diatas, orang 
terebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari 
perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka orang tidak dapat lagi 
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berbicara mengenai adanya suatu samenloop, melainkan mungkin saja 
mengenai suatu pengulangan atau suatu recidive seperti yang 
dimaksudkan di dalam Bab ke-XXXI dari Buku ke-2 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. 
Selanjutnya SIMONS juga berpendapat, apabila tertuduh telah 
melakukan lebih daripada satu  perilaku yang terlarang, dan dengan 
melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih 
daripada satu tindak pidana, maka dari situ terdapat apa yang disebut 
meerdaadse samenloop atau concursus realis ataupun apa yang oleh van 
HAMEL juga telah disebut sebagai samenloop van delikten. (Lamintang, 
2011:674). 
Meerdaadse samenloop atau concursus realis (perbarengan 
perbuatan), hal ini terjadi apabila seseorang melakukan lebih dari satu 
perbuatan, dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia telah 
melakukan lebih dari satu tindak pidana. Contohnya Seseorang yang telah 
melakukan pencurian (misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 362 
KUHP), ketika mereka ditangkap melakukan perlawanan kepada Polisi 
tersebut (melanggar ketentuan Pasal 211 KUHP. Max 4 tahun). 
Lalu bagaiman dengan penerapan pidana di dalam kasus 
perbarengan dalam kasus Concursus ?. Berkaitan dengan penerapan 
pidana dalam kasus perbarengan, dikenal ada tiga stelsel (Fuad Usfah, 
Moh. Najih, Tongat, 2004:121). 
1. Stelsel absorpsi. Dalam hal ini apabila ada beberapa ketentuan 
pidana yang harus diterapkan, hanya yang ketentuan yang paling 
berat yang diterapkan. (pidana dalam ketentuan yang lain 
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dianggap telah absorp/diserap oleh ketentuan yang paling berat). 
Dalam KUHP, stelsel ini dipakai dalam hal terjadi eendaadse 
samenloop/concursus idealis dan voortgezette handeling. 
2. Stelsel komulasi. Dalam hal ini untuk tiap perbuatan pidana 
dijatuhkan pidana secara tersendiri untuk kemudian dijumlahkan 
(dalam hal meerdaadse samenloop untuk dianut oleh KUHP). 
3. Stelsel komulasi terbatas. Dalam hal ini pidana yang dijumlahkan 
tidak boleh melebihi batas maksimal ancaman pidana yang 
terberat dengan suatu prosedur tertentu. Dalam KUHP stelsel ini 
dipakai dalam hal terjadinya meerdaadse samenloop (concursus 
realis) Pasal 65 KUHP. Dengan catatan penjumlahan pidana 
tidak melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya. 
 
3. Perbuatan Berlanjut (Voortgazette Handeling) 
Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang 
rumusannya adalah sebagai berikut: 
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat 
ancaman pidana pokok yang paling berat. 
(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang 
yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan 
mata uang dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang 
dirusak itu. 
(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan 
tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, 
sebagaimana perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang 
ditimbulkan jumlahnya melebihi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, 
maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362. 372, 
378 dan 406. 
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Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari 
perbuatan berlanjut ialah: 
1. adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa: 
i. Pelanggaran; atau 
ii. Kejahatan; 
2. antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat 
hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berlanjut. 
Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak 
pidana, bukan semata-mata jasmani atau juga bukan perbuatan yang 
menjadi unsur tindak pidana. Pengertia ini lebih sesuai dengan 
keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi “meskipun masing-
masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan”. Pelanggaran dan 
kejahatan adalah sesuatu tindak pidana. Tidaklah mempunyai arti apa-apa 
jika perbuatan disitu diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila 
dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan atau 
peanggaran, dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari 
perbuatan berlanjut. 
Mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan 
perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada 
keterangan lebih lanjut dalam undang-undang, namun demikian ada 
sedikit keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda 
mengenai pembentukan pasal ini, yaitu “bahwa berbagai perilaku harus 
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merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu 
kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak 
pidana yang sejenis”. (Adami Chazawi, 2011:131). 
a. Adanya Satu Keputusan Kehendak 
Sebelum orang berbuat tentulah didahului oleh suatu sikap batin 
yang bagaimana terhadap perbuatan yang hendak diwujudkannya, 
keadaan batin inilah yang menghubungkan (subjektif) orang itu dengan 
wujud perbuatan yang dilakukannya, dan akan dipersalahkan pada si 
pembuatnya dan karena ia bertanggungjawab atas perbuatannya itu, bila 
keadaan batin itu berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam hal 
perbuatan berlanjut, keadaan batin kelalaian tidaklah mungkin, berhubung 
karena syarat pertama ialah adanya suatu keputusan kehendak, satu 
keputusan kehendak mana ditujukan pada suatu tindak pidana, dan bukan 
sekadar pada perbuatan, oleh sebab itu pastilah perbuatan yang 
wujudnya nyata berupa suatu tindak pidana itu dilakukan dengan 
kesengajaan. 
b. Tindak Pidana-Tindak Pidana Harus Sejenis 
Apakah yang dimaksud dengan perbuat dalam Pasal 64 Ayat (1)?. 
Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam ari perbuatan 
materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih 
tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. 
Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua 
syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam 
undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 
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Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, 
unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yan menyertai baik 
mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainnya, yang 
kompleksitas itulah yang melahirkan suatu tindak pidana tertentu 
sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pengertian ini lebih 
sesuai jika dihubungkan dengan kalimat dibelakang perkataan perbuatan 
(feiten) yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran”, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan 
tindak pidana (penafsiran sistematis). 
Dalam perbuatan berlanjut dapat terjadi pada tindak pidana-tindak 
pidana yang berbeda berat ancaman maksimum pidana pokoknya, tetapi 
harus tetap dalam kerangka jenis yang sama. Misalnya diantara sekian 
kali melakukan tindak pidana itu, terdiri dari pencurian biasa atau dalam 
bentuk pokok (pasal 362), pencurian dalam keadaan yan diperberat 
misalnya dengan bersekutu (Pasal 363 ayat 1 ke-4), atau mungkin satu 
diantaranya ada pencurian ringan (Pasal 364), dalam hal demikian system 
penjatuhan pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana 
yang terberat ancaman pidana pokoknya (Ayat 1 Pasal 64). 
c. Jarak Waktu Antara Tindak Pidana yang Satu dengan Tindak 
Pidana yang Berikutnya Tidak Boleh Terlalu Lama 
Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-
tahun, seperti contoh dimana seorang teknisi radio berturut-turut mencuri 
komponen radio ditempat dimana dia bekerja, dapat berlangsung sampai 
dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya 
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tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh terlalu lama, karena 
jika waktu itu telah terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari 
hubungan antara tindak pidana yang dilakukannya itu dengan keputusan 
kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) 
sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya tidak lagi 
menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat 
dikatakan berulang bukan berlanjut. 
Berapa lamanya dalam “syarat tidak boleh terlalu lama”, tidaklah 
ada ketentuan harus berapa lamanya, baik dalam undang-undang 
maupun dalam praktik, yang penting lamanya tempo ini masih dalam 
batas wajar, btas wajar mana masih menggambarkan bahwa pelaksanaan 
tindak pidana pleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak 
pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan 
kehendak dasar semula. 
4. Sistem Pemidanaan Pada Concursus 
Konsekuensi dari terbaginya concursus menjadi tiga jeneis yaitu 
concursus idealis, perbuatan berlanjut dan concursus realis adalah 
berbedanya system pemidanaan pada masing-masing concursus. 
Pada concursus idealis system penghukumannya adalah absorpsi. 
Absorpsi maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku 
hanya satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat ancaman 
hukuman pokoknya. Contoh, jika seorang terdakwa melanggar Pasal 170 
dan 189 KUHP secara concursus idealism aka yang dijatuhkan hukuman 
terberat yaitu ancaman pokok paling lama dua belas tahun.  
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Konsekuensi dari perbuatan berlanjut adalah system 
pemidanaannya dijatuhkan satu ancaman hukuman pokok saja. Hal ini 
disebabkan karena salah satu syarat perbuatan berlanjut adalah adanya 
kesatuan kehendak serta dalam perbuatannya terlibat dalam peristiwa 
yang sama.  
Sedangkan dalam concursus realis dikenal adanya tiga system 
pemidanaan, karena concursus realispun dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 
concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, concursus 
realis yang ancaman pokoknya tidak sejenis, dan concursus realis antara 
pelanggaran dengan kejahatan atau antara kejahatan dengan 
pelanggaran. 
Concursus realis yang ancaman pidananya sejenis system 
pemidanaannya disebut dengan system pemidanaan absorpsi yang 
dipertajam. Sistem pemidanaan absorpsi yang dipertajam adalah system 
penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman 
hukuman terberat ditambah sepertiga. 
Concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis, 
system pemidanaannya disebut dengan system pemidanaan kumulasi 
yang diperhalus. Maksudnya adalah jika pelaku melakukan concursus 
realis yang ancaman pokoknya tidak sejenis seluruh ancaman 
hukumannya digabungkan, akan tetapi gabungan seluruh ancaman 
hukuman tidak boleh lebih dari ancaman hukuman yang terberat ditambah 
sepertiga. 
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Concursus realis antara kejahatan dengan pelanggaran atau antara 
pelanggaran dengan kejahatan disebut dengan system pemidanaan 
komulasi murni, berarti seluruh ancaman pidananya digabungkan tanpa 
dikurangi. 
 
G. Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan Hakim 
Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan 
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh 
karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” 
di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum 
(rechtzekerhelds) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam 
artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, 
banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan 
dipihak lain, ditelaah melalui visi hakim mengadili perkara, putusan hakim 
merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; 
kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta 
secara mapan, mumpuni atau factual, serta visualisasi etika, mentalitas 
dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. (Lilik Mulyadi, 2010:129). 
a) Leden Marpaung 
Pengertian “putusan hakim” menurut Leden Marpaung bahwa (Lilik 
Mulyadi, 2010:130)  :  
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“Putusan adalah „hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan hasil dengan semasak-
masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan‟. Demikian 
dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang 
dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan 
diatas serasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku 
tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. 
Ada juga yang mengartikan “Putusan” (vonis) sebagai “vonis tetap” 
(definitive) (Kamus istilah hukum Fockema Andrea). Rumusan-
rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan 
ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam 
pembangunan hukum yang sedang berlangsung, kecermatan dan 
penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan 
dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di 
siding pengadilan. Ada juga yang disebut „interlocutoir‟ yang 
diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan 
„preparatoire‟ yang diterjemahkan dengan keputusan 
pendahuluan/keputusan persiapan sertakeputusan „provisionel‟ 
yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.”  
  
b) Bab 1 Pasal 1 Angak 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana 
Dalam bab tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” 
sebagai : 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini.” 
 
c) Menurut Lilik Mulyadi 
Dengan berlandaskan pada visi teoretis dan praktik maka “putusan 
hakim” itu merupakan: 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan 
dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan 
tujuan penyelesaian perkaranya.”  (Lilik Mulyadi, 2010:131). 
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Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari 
proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan 
negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang 
harus dilakukan oleh hakim dalam praktik lazim melalui tahapan. 
 
2. Jenis Putusan Hakim 
a. Putusan yang Diucapkan dalam Persidangan Perkara Pidana 
yang Terbuka untuk Umum 
Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena 
jabatannya (ambthalve) dalam artian hakim diberi kewenangan oleh 
pareturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 
angka 8 KUHAP). Kemudian, putusan hakim itu haruslah diucapkan dalam 
persidangan yang terbukan dan dibuka untuk umum sehingga sah dan 
mempunyai kekuatan hukum dan jika tidak demikian, mengakibatkan 
putusan batal demi hukum. Selanjutnya, putusan hakim harus memuat 
alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili serta putusan harus ditandatangani 
oleh ketua, hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 
(Lilik Mulyadi, 2010:132). 
b. Putusan Dijatuhkan setelah Melalui Proses dan Prosedural 
Hukum Acara Pidana pada Umumnya 
Hakikat “proses” dan “prosedural” ini penting eksistensinya. Hanya 
putusan hakim yang melalui proses dan procedural hukum acara pidana 
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pada umumnya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah. 
Pengertian “proses” di sini, tendensinya pada cara prosessuil hakim 
menangani perkara pidana itu mulai tahap menyatakan sidang “dibuka” 
dan “terbuka” untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan 
atau terdakwanya anak-anak (Pasal 155 ayat (3) KUHAP); pemeriksaan 
identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP); pembacaan dakwaan 
(Pasal 155 ayat (2) KUHAP); keberatan/eksepsi (Pasal 156 ayat (1) 
KUHAP), putusan sela/tussenvonnis (Pasal 156 ayat (1) KUHAP); 
pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa; kemudian pemeriksaan 
dinyatakan selesai (Pasal 159-181 KUHAP), lalu tuntutan 
pidana‟requisitoir (pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP)‟ pembelaan/pledoi, 
repliek, dupliek, re-repliek, re-dupliek (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP); 
pernyataan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (pasal 
182 ayat (2) KUHAP)‟ kemudian musyawarah hakim (Pasal 182 ayat (3), 
(4), (5), (6) dan (7) KUHAP); dan pembacaan putusan (Pasal 182 ayat (8) 
KUHAP). Sedangkan aspek procedural tentensinya pada elemen 
administrasi, yakni mulai tahap “procedural” administrasi pelimpahan 
perkara, pengagendaan dan pemberian nomor perkara, serta pendaftaran 
surat kuasa khusus di kepanitraan apabila terdakwa didampingi oleh 
penasihat hukum sampai penetapan majelis hakim/hakim tunggal yang 
akan menyidangkan perkara itu. Tegasnya, aspek “proses” dan 
“procedural” haruslah dilalui dan eksistensinya dalam praktik dan teoritis 
mendapat optik yang cukup elementer sifatnya. 
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c. Berisikan Amar Pemidanaan atau Bebas atau Pelepasan 
Segala Tuntutan Hukum 
Segala substansial putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya 
hanya mempunyai tiga sifat, yaitu (Lilik Mulyadi, 2010:133) :  
i. Pemidanaan/veroordeling 
Apabila hakim/pengadilan  berpendapat bahwa terdakwa secara 
sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan (pasal 193 ayat (1) 
KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian 
sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. 
ii.   Putusan Bebas (vrijspraak/acquittal) 
Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan 
menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 
ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan tidak 
terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum 
pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. 
iii. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van 
alle rechtsvervolging 
Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana (pasal 191 ayat (2) KUHAP) kerana perbuatan 
tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang 
atau adanya alasan pemaaf (strafiutsluitingsgronden/feit de 
‘axcuse) dan alsan pembenar (rechtsvaardigings-grond) 
sebagaiman ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP‟ Pasal 48, 49, 50 
dan 51 KUHP. 
 
d. Putusan Akhir 
Dalam praktik “putusan akhir” lazim disebut dengan istilah 
“putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat 
materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim 
memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan “pokok 
perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan 
Pasal 199 KUHAP). Adapun mengapa sampai disebut dengan “pokok 
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perkara” selesai diperiksa oleh kerana majelis hakim sebelum 
menjatuhkan puusan telah melalui proses acara sidang dinyatakan 
“dibuka” dan “terbuka” untuk umum; pemeriksaan identitas dan peringatan 
ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan 
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; pambacaan catatan/surat 
dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum, 
dan pendapat Jaksa/Penuntut Umum; penetapan/putusan sela; 
pemeriksaan alat bukti; tuntutan pidana (requisitoir); pembelaan/pledooi; 
repliek, dupliek, re-repliek; re-dupliek, pernyataan pemeriksaan “ditutup” 
serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang 
terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim 
dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP, 
Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik 
“putusan akhir” ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP). 
e. Putusan yang Bukan Putusan Akhir 
Pada peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir 
dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering pula disebut 
dengan istilah bahasa Belanda “tussen-vonnis”. Putusan jenis ini mengacu 
pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHP, yakni dalam hal 
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setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat 
hukumnya mengajukan “keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan 
jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan 
akhir dapat berupa, antara lain : (Lilik Mulyadi, 2010:137). 
1) Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan 
untuk mengadili suatu perkara” (verklaring van onbevoegheid) 
karena merupakan kewenangan relative pengadilan negeri 
sebagaimana ketentuan limitative Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 
ayat (1) KUHAP; 
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut 
umum batal demi hukum (nietig van rechtswege/null and void). 
Hal ini diatur oleh ketentuan Psal 156 ayat (1) KUHAP dimana 
surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) 
huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; dan 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa/penuntut umum 
tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaiman 
ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi 
perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya 
merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan nebis in 
idem, dan sebagainya. 
 
Selanjutnya, bentuk “penetapan” atau “putusan sela” ini secara 
formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasihat 
hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh 
majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali 
apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan 
kemudian “perlawanan/verzet” dibenarkan sehingga pengadilan tinggi 
memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemerikasaan perkara 
yang bersangkutan. 
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H. Tindak Pidana Pornografi Dalam KUHP 
Undang-undang Pornografi (UUP) tidak secara tegas meniadakan 
tindak pidana pornografi dalam KUHP, memberlakukan KUHP, Sekedar 
diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan UUP”. Syarat yang 
demikian itu abscuur, tidak mudah penerapannya. Pada saat ini, dalam 
hukum pidana positif pornografi dikenal dua kelompok tindak pidana 
pornografi. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang 
kuat tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan 
tersebut, yakni bila suatu kasus pornografi satu-satunya yang dapat 
diterapkan ialah KUHP. Sementara itu UUP tidak. Keadaan itu sulit 
ditemukan, karena cakupan UUP begitu luas. Juga objek perbuatan tindak 
pidana pornografi dalam KUHP lebih konkret dari pada tindak pidana 
pornografi dalam UUP. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan pada 
keadan tertentu hal itu terjadi. 
Ada macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP sebagai 
berikut: 
1. Tindak pidana pornografi sengaja dengan kulpa (Pasal 282 
KUHP). 
2. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283 
KUHP). 
3. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencaharian 
dengan pengulangan (Pasal 283 bis). 
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4. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya 
melanggar kesusilaan (Pasal 532 KUHP). 
5. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533 KUHP). 
6. Pelanggaran pornografi mempertinjukkan sarana untuk 
mencegah kehamilan (Pasal 535 KUHP). 
7. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk 
menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP) . 
Tindak pidana pornografi dengan sengaja dan  dengan tidak 
sengaja (kulpa)  yang dimuat dalam Pasal 282 KUHP dengan rumusan 
selengkapnya sebagai berikut (Adami Chazawi, 2009:79) : 
1) Brangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan 
dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui 
isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan 
maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan 
dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda 
tersebut, memasukkannya kedalam negeri, mengeluarkannya 
dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa 
secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa 
diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa 
diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 
4.500,- 
2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang 
melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud 
untuk disiarkan, ditunjukkan ataupun ditempelkan dimuka 
umum , membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, 
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 
ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau 
menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan 
kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau 
benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 
4.500,- 
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3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 
pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat 
dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,-   
 
Pada dasarnya, rumusan tindak pidana pornografi ada pada ayat 
(1) dan ayat (2). Atas dasar unsur kesalahan dibedakan antara tindak 
pidana pornografi sengaja ayat (2) dan tidak sengaja/kulpa ayat (1). 
Sementara itu, pada ayat (3) dirumuskan alasan pemberatan tindak 
pidana  pornografi dalam ayat (1). Pada ayat (1) terdapat tiga macam 
kejahatan pornografi sengaja. Pada ayat (2) terdapat tiga macam 
kejahatan pornografi kulpa.  
Adapun penjelasan menurut Pasal 282 ayat 1 ada tiga bentuk 
tindak pidana pornografi sebagai berikut: 
1.  Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang 
diketahuinya melanggar kesusilaan. Tindak pidana pornografi 
yang pertama yang dirumuskan ayat (1) terdapat pada kalimat 
“… menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka 
umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya 
melanggar kesusilaan”. Apabila dirinci terdiri atas : 
Unsur-unsur objektif  dan subjektif: 
a. Perbuatan : menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan. 
Ada tiga perbuatan yang dilarang, yaitu menyiarkan (verspreiden), 
mempertunjukkan atau memamerkan (tentoon stellen), dan menempelkan 
(aanslan). Menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitaukan 
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gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah 
banyak ditujukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang 
tertentu. Menyiarkan dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar 
yang jumlahnya banyak kepada umum. Oleh karena itu, verspreiden dapat 
juga diterjemahkan dengan menyebarkan. Arah yang dituju oleh pembuat 
yang menyebarkan objek pornografi adalah khalayak ramai atau umum. 
Dalam hubungannya dengan objek, maka yang disiarkan adalah isinya 
tulisan dan makna gambar dan benda yang diketahuinya melanggar 
kesusilaan. (Adami Chazawi, 2009:81). 
Mempertunjukkan adalah perbuatan dengan memperlihatkan, 
mempertontonkan kepada umum gambar, tulisan, atau benda yang 
mengandung sifat melanggar kesusilaan. Akibatnya, orang lain menjadi 
tahu atau melihat objek yang dipertunjukkan. Pada perbuatan 
mempertunjukkan terjadi dalam tempos dan locus bersamaan, oleh 
karena sifat dan arti dari perbuatan mempertunjukkan, maka orang-orang 
yang mengetahui atau melihat objek yang dipertunjukkan adalah pada 
saat dan di tempat mana si pembuat melakukan perbuatan tersebut. 
(Adami Chazawi, 2009:82). 
Menempelkan adalah suatu perbuatan dengan cara apapun 
terhadap suatu benda dengan melekatkannya pada benda lain sehingga 
menjadi satu kesatuan dengan benda itu. Perbuatan menempelkan 
hanyalah berlaku pada segala objek yang karena sifatnya memang depat 
direkatkan atau ditempelkan pada benda lain. Misalnya, kertas yang 
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diatasnya terdapat gambar atau tulisan. Tidak berlaku pada benda. 
Misalnya, patung, arca atau boneka. Dalam hal pornografi, antara tulisan 
dan gambar dengan kertas tidak dapat dipisahkan kerana tulisan dan 
gambar berada di atas sebuah kertas. Namun, yang menjadi objek 
kejahatan bukan lembar kertasnya tetapi isi tulisan dan makna gambar 
pada kertas. Pada isi atau arti tulisan dan makna gambar itulah melekat 
sifat melanggar atau melawan hukum kesusilaan yang perlu di ketahui si 
pembuat. (Adami Chazawi, 2009:82). 
Perbuatan menempelkan yang dihubungkan dengan di muka 
umum, dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut: 
(1) Pertama, perbuatan menempelkan tulisan atau gambar 
dilakukan dihadapan umum sehingga orang-orang melihat dan 
mengetahuinya. Misalnya, memasang pamflet atau spanduk 
dipinggir jalan umum ketika itu banyak pengguna jalan 
melihatnya. 
(2) Kedua, perbuatan menempelkan dilakukan ditempat umum 
yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun, 
keesokan harinya, banyak orang melihat spanduk dan pamflet 
tersebut. (Adami Chazawi, 2009:82-83). 
b. Di muka umum 
Untuk mengambarkan adanya orang banyak (umum) ketika 
perbuatan dilakukan dan atau yang dituju oleh si pembuat dalam 
melakukan suatu perbuatan, pembentuk WvS (KUHP) menggunakan tiga 
istilah, yaitu in het openbaar, openlijk, dan openbaar. Acapkali ketiga 
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istilah itu diterjemahkan dengan kata/frasa yang sama “dimuka umum”. 
Untuk openlijk acapkali diterjemahkan dengan terbuka atau secara 
terbuka. Kadang diterjemahkan secara terang-terangan. Sementara itu, in 
het openbaar diterjemahkan di tempat umum. (Adami Chazawi, 2009:83). 
Untuk terjemahan kedalam bahasa Indonesia ada sedikit 
perbedaan makna antara ditempat umum, di muka umum, dan secara 
terbuka. Di tempat umum atau di muka umum mengandung makna 
banyak orang di suatu tempat. Tempat tersebut disebut dengan tempat 
umum dan disanalah pembuat melakukan perbuatan yang dilarang. 
Pengertian itu, tepat untuk in het openbaar, misalnya Pasal 156, 315 
KUHP dan lain-lain. 
Lain halnya untuk menggambarkan umum atau orang banyak, 
tetapi khusus dituju oleh maksud sipembuat (subjektif) dalam melakukan 
perbuatan yang dilarang, pembentuk undang-undang menggunakan istilah 
lain, yakni ruchbaarheid, seperti ruchbaarheid te geven of rehtbaarheid 
daarvan te vermeerderen atau diketahui umum atau lebih diketahui umum, 
misalnya, Pasal-pasal 137 ayat (1), 155 ayat (1), 157 ayat (1), 163 ayat (1) 
KUHP. 
Mengenai kata/unsur openlijk juga digunakan oleh pembentuk 
undang-undang untuk menggambarkan adanya banyak orang pada saat 
perbuatan diwujudkan. Misalnya, pasal 170, 282, 534, 535 KUHP. 
Meskipun demikian, kata openlijk menekankan pada sifat terbukanya 
tempat yang ketika itu disitu banyak orang. Dengan demikian, lebih tepat 
70 
dapat diterjemahkan “secara terbuka” yang menggambarkan bahwa 
perbuatan dilakukan untuk diketahui atau dilihat oleh siapa saja (umum), 
tanpa pilih-pilih orang, tanpa ditutup-tutupi, tanpa hambatan oleh si 
pembuat. Siapapun yang sedang berada ditempat itu dengan leluasa dan 
mudah mengetahui atau melihatnya tanpa harus melakukan upaya khusus 
untuk dapat melihat atau mengetahuinya. 
 
c. Objeknya 
Ada tiga objek tindakan pidana pornografi menurut KUHP, yaitu 
tulisan, gambar dan benda. Tulisan terdiri atas deret huruf dan atau kata 
yang teratur yang mengandung buah pikiran tertentu. Gambar adalah 
coretan yang sengaja dibuat orang mengenai tiruan atas suatu benda 
diatas kertas, kanvas dan sebagainya. Dapat pula disebut lukisan. 
Pengertian tersebut dapat diperluas lagi, termasuk foto yang dibuat 
melalui alat kamera atau alat cetak seperti gambar pada majalah atau 
Koran. Tulisan dan gambar melekat pada benda yang pada umumnya 
kertas. Oleh karena itu, dapat ditempelkan. Selain kertas, juga papan tulis 
atau batu tulis (sabak) dapat juga menjadi benda yang sifatnya dapat 
ditempelkan. Oleh karena itu, objek kejahatan pornografi sperti tulisan 
atau gambar dapat pula berada di atas papan tulis dan batu tulis yang 
ditempelkan. (Adami Chazawi, 2009:87). 
Berbeda dari tulisan dan gambar yang sifat melanggar 
kesusilaannya melekat pada isi tulisan dan makna gambarnya. Sifat 
melanggar kesusilaan pada benda objek pornografi ketiga melekat pada 
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benda itu sendiri. Misalnya, sebuah patung telanjang bulat alat kelaminnya 
dibentuk sama seperti bentuk aslinya, kemudian dipertunjukkan di muka 
umum. Dengan demikian, sifat melanggar kesusilaan melekat pada benda 
patung yang demikian itu. 
 
d. Unsur subjektif  
Kata “diketahui” merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan. 
Hal diketahui sipembuat adalah bahwa sifat isi tulisan, makna gambar dan 
benda yang melanggar kesusilaan. Keinsyafan semacam itu harus 
terbentuk sebelum melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan 
dan menempelkan tulisan, gambar pornografi dilakukan. “Pengetahuan” 
atau “diketahuinya” merupakan unsur mutlak, dan pembentuk kejahatan 
pornografi. Oleh karena itu, harus dibuktikan oleh Jaksa. Bagaimana cara 
membuktikannya? Adanya pengetahuan dibuktikan melalui satu atau 
beberapa keadaan tertentu sebagai indikator adanya pengetahuan 
semacam itu. Keadaan-keadaan tersebut, antara lain (a) keadaaan 
“lingkungan masyarakat ditempat tinggal terdakwa”; (b) keadaan lamanya 
terdakwa “tinggal dan hidup” di lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan; (c) nilai-nilai moral dan kebiasaan yang dihargai oleh 
masyarakat dan Nampak dalam sikap dan perbuatan dalam pergaulan 
masyarakat; (d) pendidikan dan kecerdasan, dan lain-lain. Apabila dalam 
keadaan tersebut dapat dibuktikan, kiranya pengetahuan tersebut telah 
dapat dibuktikan. Keadaan tersebut secara akal dapat membuktikan 
bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan moral akhlak dan 
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nilai-nilai kesusilaan masyarakat di tempat perbuatan dilakukan. (Adami 
Chazawi, 2009:88). 
Sifat melanggar kesusilaan atas ketiga objek pornografi tersebut, 
selain harus dituju oleh kesengajaan (mengetahui), juga secara objektif 
sifat tulisan, gambar dan atau benda tersebut benar-benar melanggar 
kesusilaan. Syarat itu juga harus berlaku pada dua bentuk kejahatan 
pornografi sengaja yang kedua dan ketiga lainnya. Harus ada persesuaian 
antara kenyataan bahwa tulisan, gambar atau benda tersebut menurut 
nilai hukum dan keadlilan masyarakat mengandung sifat melanggar 
kesusilaan (objektif) dengan sikap batin si pembuat (subjektif). Harus 
dapat dibuktikan keduanya yang objektif da yang subjektif secara 
bersamaan.  (Adami Chazawi, 2009:88). 
Adapun penjelasan menurut Pasal 282 ayat 2 KUHP dengan 
rumusan sebagai berikut: 
“barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambar atau benda 
tersebut, memasukkan kedalam negeri, meneruskan, 
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan”. 
 
Apabila dirinci terdiri atas unsur-unsur subjektif dan objektif, yang 
terdiri dari : 
Unsur-unsur subjektif terdiri dari: 
1) Perbuatannya : 
a. Membuat, 
b. Memasukkan kedalam negeri, 
c. Meneruskannya, 
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d. Mengeluarkan dari dalam negeri, dan 
e. Memiliki persediaan; 
2) Objeknya : 
a. Tulisan yang melanggar kesusilaan, 
b. Gambar yang melanggar kesusilaan, dan 
c. Benda yang melanggar kesusilaan. 
Unsur-unsur subjektif, terdiri dari : 
1) Maksud untuk : 
a. Disiarkan dimuka umum, 
b. Dipertunjukkan dimuka umum, 
c. Ditempelkan dimuka umum;dan 
2) Diketahuinya melanggar kesusilaan.  
Tindak pidana pornografi Pasal 282 Ayat (1) yang telah dibicarakan 
merupakan tindak pidana pornografi sengaja. Sementara itu, tindak 
pidana pornografi pada Ayat (2) merupakan tindak pidana pornografi 
kulpa. Tindak pidana pornografi pada Pasal 282 Ayat (2) juga terdiri atas 
tiga macam sebagaimana pada ayat pertama yang telah dibicarakan. 
Pada setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat kedua 
mempunyai unsure-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana 
pornografi pada ayat pertama. 
Perbedaan tersebut, hanyalah mengenai unsur kesalahan si 
pembuat. Kesalahan dalam tindak pidana pornografi ayat pertama takni 
kesalahan bentuk kesalahan. Sementara itu, unsur lesalahan pada tiga 
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bentuk tindak pidana pornografi pada ayat kedua menagndung unsur 
kesalahan berupa kulpa. Sengaja dalam Ayat (1) dan kulpa dalam ayat (2) 
ditunjukkan pada sifat melanggar kesusilaan dan bukan ditunjukkan pada 
masing-masing perbuatan yang dilarang. Sementara itu, sengaja yang 
ditunjukkan pada perbuatan yang dilarang adalah sama, baik pada 
pornografi Ayat (1) maupun Ayat (2). Kesengajaan sama-sama terdapat 
secara terselubung dalam masing-masing perbuatan. (Adami Chazawi, 
2009:97). 
Adapun penjelasan menurut Pasal 282 ayat 3 KUHP dengan 
rumusan sebagai berikut: 
 “barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 
surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai biasa 
diperoleh”.  
 
Apabila dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 
Unsur-unsur Objektif: 
1) Perbuatan: 
a. Menawarkan terdiri dari secara teranfg-terangan dan dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta. 
b. Menunjukkan sebagai dapat diperoleh 
2) Objeknya: 
a. Tulisan yang melanggar kesusilaan 
b. Gambar yang melanggar kesusilaan 
c. Benda yang melanggar kesusilaan 
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Unsur Subjektif: 
Yang diketahuinya melanggar kesusilaan. 
Terdapat alasan pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi 
sengaja. Sebagaimana pada Ayat (3), apabila si pembuat dalam 
melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata 
pencaharian diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,00. 
Pencaharian adalah kegiatan atau usaha yang mendapatkan 
penghasilan yang digunakan untuk nafkah kehidupan. Dalam 
hubungannya dengan tindak pidana pornografi sengaja menjadikan 
sebagai pencaharian dengan melakukan tindak pidana pornografi, si 
pembuat mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. 
Pengertian pencaharian sedikit berbeda dari kebiasaan. Pada kebiasaan 
harus dilakukan secara berulang kali, setidak-tidaknya dua kali atau lebih. 
Akan tetapi, dalam hal pencaharian sudah terjadi, meskipun baru 
dilakukan satu kali atau lebih. Namun, dari perbuatan satu kali tersebut, 
terdapat petunjuk dari fakta dan sifat perbuatan yang telah dilakukan 
bahwa perbuatannya akan diulang lagi. Misalnya, seorang penjual Koran 
menjual selembar foto orang bersetubuh pada B di terminal Bus. 
Perbuatan menjual dilakukan satu kali, namun ada petunjuk bahwa 
perbuatan menjual akan dilakukannya lagi secara berulang kali. Petunjuk 
tersebut diperoleh dari adanya fakta bahwa didalam tasnya ada banyak 
foto orang bersetubuh yang sama. Berdasarkan fakta tersebut, 
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dihubungkan dengan pekerjaannya sebagai penjual Koran di terminal. 
Dengan demikian, terdapat petunjuk bahwa foto-foto persetubuhan yang 
ada didalam tasnya tersebut akan di jualnya. (Adami Chazawi, 2009:98-
99). 
 
I. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi 
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai 
larangan melakukan perbuatan-perbautan tertentu yang diancam dengan 
sanksi pidana bagi pelakunya. Tegasnya, Undang-undang tersebut 
menetapkan apa saja yang menjadi tindak pidana di bidang teknologi 
informasi.  
1. Pornografi  
a. Pornografi Pada Umumnya  
Banyak sekali situs Web yang tersedia bila hendak menonton 
tanyangan porno lewat internet. Orang dapat menonton dengan bebas 
tanpa ada gangguan tapi apakah anda tahu bahwa hal tersebut 
merupakan tindak pidana. Terkadang pembuat atau penyedia jasa 
(provider) saja mungkin tidak tahu bahwa perbuatannya tersebut adalah 
marupakan tindak pidana, maka untuk lebih jelas perlu tahu apa yang 
menjadi pornografi tersebut.  
Pornografi merupakan terjemahan istilah dari “pornography” dalam 
bahasa inggris. Hal itu sesuai dengan pengertian “kesusilaan” yang 
dibedakan dengan pengertian “pornografi” dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia yang dibuat oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional. (Law Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013).  
“Kesusilaan” berasal dari kata “susila” yang berarti “baik budi 
bahasanya, beradab, sopan”selain juga diartikan sebagai “adat istiadat 
yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan”. Juga 
diartikan sebagai “pengertian tentang keadaban; kesusilaan”. Sementara 
itu “kesusilaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna 
“perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”. (Law 
Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
Selain itu diartikan pula “norma yang baik; kelakuan yang baik; tata 
karma yang luhur”. Sementara itu “pornografi” menurut Kamus Basar 
Bahasa Indonesia adalah: 
Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau 
tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Arti yang lain adalah:  
Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang 
untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. Dengan kata lain 
“pornografi” adalah kata lain dari “cabul” atau “pencabulan”. (Law 
Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE rumusan pornografi dalam bentuk 
melanggar kesusilaan yaitu:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan”. 
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b. Pornografi Anak  
Pornografi anak atau child pornography atau child porn  adalah 
bahan-bahan porno (cabul) yang menampilkan anak-anak. Kebanyakan 
negara menyebutkan hal itu sebagai bentuk dari child sexual abuse dan 
merupakan hal yang melanggar hukum. Dimana child pornography berupa 
foto-foto yang menampilkan anak-anak yang terlibat dalam perilaku 
seksual dan memproduksi bahan-bahan tersebut dengan sendirinya 
dilarang oleh hukum sebagai child sexual abuse dikebanyakan negara. 
(Law Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
Anak adalah objek dan alat tangan-tangan tidak bertanggungjawab 
untuk melancarkan kehendak jahatanya. Pornografi anak dapat dilakukan 
dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 52 ayat (1) menyangkut kesusilaan 
atau eksploitasi seksual terhadap anak adalah:  
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 
ayat (1)  menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap 
anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.  
 
2. Perjudian Online  
Perjudian di dunia saiber yang bersekala global sering disebut 
EGambling, sulit dijerat dengan hukum nasional suatu negara. Dari 
kegiatan gambling dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax 
heaven, seperti cayman island yang merupakan surga bagi money 
laundering. Bahkan Indonesia negara yang sering dijadikan sebagai 
tujuan money laundering yang uangnya diperoleh dari hasil kejahatan 
berskala internasional. 
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Larangan terhadap Oline-Gambling ini diberikan karena telah 
sangat merugikan banyak orang bahkan dapat juga suatu negara. 
Larangan tersebut karena hal-hal sebagai berikut: 
a. Berpotensi terjadinya kecurangan di internet, 
b. Memungkinkan bagi anak-anak untuk dapat mengakses situs-
situs perjudian, 
c. Mengakibatkan meningkatkan kecanduan masyarakat untuk 
berjudi, dapat mengurangi pendapatan negara bagian yang 
bersangkutan dari kegiatan perjudian yang resmi. (Law 
Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat daapt diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan Perjudian”.  
 
3. Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik  
Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: 
a. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang 
dikomunikasikan lewat internet. 
b. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu 
badan.  
c. Hal atau keadaan dipublikasikan kepada pihak lain.  
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d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang 
yang menjadi objek.  
Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat 
internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama 
baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar dan bersifat merugikan 
bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan suatu yang merusak 
reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. 
Publikasi dan komunikasi tentang diri pihak lain daapt dikatakan 
pencemaran nama baik dan/atau penghinaan, baik dilakukan dengan 
kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang 
tersembunyi, namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang 
atau suatu badan. 
Larangan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
dengan mengunakan system teknologi informasi diatur dalam Pasal 27 
ayat (3) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.  
 
4. Pemerasan atau Pengancaman  
Larangan melakukan perbuatan menghina dan/atau mencemarkan 
nama baik dengan menggunakan system teknologi informasi diatur dalam 
Pasal 27 ayat (4) dimana rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
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Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.  
 
“Pemerasan” adalah apa yang dimasksud dengan black mail dalam 
bahasa inggris. Sementara itu yang dimaksud dengan “pengancaman” 
adalah “menyampaikan ancaman” terhadap pihak lain. “ancaman” harus 
mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman ini akan 
melakukan sesuatu  yang tidak dikehendaki oleh dan sangat 
mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu 
yang diiginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak 
dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”. (Law 
Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
 
5. Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan  
Larangan melakukan perbuatan menyebarakan berita bohong dan 
penyesatan dengan mengunakan system teknologi informasi diatur dalam 
Pasal 28 ayati (1) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam Transaksi Elektronik”.  
 
Dengan demikian, yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut 
hanya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila yang menjadi korban 
tindak pidana tersebut konsumen pemakai atau pengguna barang atau 
jasa dari pelaku usaha tersebut. Dengan kata lain, Pasal 28 ayat (1) jo 
Pasal 45 ayat (2) bertujuan hanya melindungi konsumen bukan 
melindungi pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lain atau 
pihak-pihak lain siapa pun. 
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6. Penyebaran Informasi yang Bermuatan SARA  
Laranagan melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang 
bermuatan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. 
   
Adapun tujuan penyebaran ini untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).  
 
7. Pengiriman Informasi Bermuatan Ancaman Kekerasan atau 
Manakutnakuti  
Perbuatan ini sama halnya dengan cyber-terrorism dimana tindak 
pidana ini bertujuan memberi ancaman kepada pihak lain melalui bantuan 
teknologi agar korban yang dituju lebih cepat percaya dan yakin terhadap 
tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap suatu 
negara untuk mengancam keamanan dan stabilitas negara tersebut tanpa 
pengecualian. Larangan melakukan perbuatan mengirimkan informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi kekerasan atau 
menakut-nakuti diataur dalam Pasal 29 yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronikk dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi 
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 
pribadi”.  
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8. Pembobolan Komputer dan/atau Sistem Elekronik  
Larangan melakukan perbuatan membobol system komputer yang 
diatur dalam UU ITE terdiri atas: 
a) Membobol komputer dan/atau system elektronik yang bertujuan 
untuk saja tanpa tujuan lain. Larangan perbuatan ini diatur 
dalam pasal 30 ayat (1) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik milik 
orang lain dengan cara apa pun”.  
 
b) Membobol komputer dan/atau system elektronik yang selain 
bertujuan untuk mengakses adalah juga memperoleh informasi 
elktronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan perbuatan ini 
diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau system Elektronik 
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. 
  
c) Membobol komputer dan/atau system elektronik yang bertujuan 
selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan system 
pengamanan dari system komputer yang diakses itu. Larangan 
perbuatan ini diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau system Elektronik 
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, 
melampaui, atau menjebol system pengaman”.  
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9. Intersepsi atau Penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang Disimpan dalam Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik.  
Tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang disimpan dalam komputer dan/atau 
sistem elektronik.  
a) Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik. Larangan melakukan perbuatan 
ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakuakn instersepsi atau penyadapan atas Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”.  
 
b)  Melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan melakukan 
perbuatan ini diataur dalam Pasal 31 ayat (2) yang rumusannya:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Inforamsi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, 
dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
tertentu milik orang alain, baik yang tidak menyebabkan 
perubahan apa pun maupun yang menyebabakan adanya 
perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 
ditransmisikan”.  
 
10. Mengusik Informasi/Dokumen Elektronik  
Larangan terhadap perbuatan ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) 
yang rumusannya:  
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“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, 
melakukan transmisi, menrusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik milik orang lain atau milik publik”. 
 
Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah 
milik publik, maka mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik tersebut bukan meruapkan larangan. Namun apabila perbuatan 
yang dilakukan adalah “mengusik” informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang menjadi sasaran pelaku, maka perbuatan mengusik itulah 
yang dilarang. Perbuatan mengusik informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang dimaksud adalah perbuatan berupa mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, 
memidahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik. (Law Indonesia.Blogspot.com; diakses tanggal 8/01/2013). 
 
11. Memindahakan atau Mentransfer Informasi/Dokumen 
Elektronik  
Pasal 32 ayat (2) UU ITE menentukan larangan memindahkan atau 
mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada 
sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat (2) yang 
rumusannya:  
“setiap orang dengan sengaja adan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem 
Elektronik orang lain yang tidak berhak”.  
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12. Tindak Pidana Komputer terhadap Sistem Elektronik  
Larangan terhadap perbutan ini di atur dalam Pasal 33 yang 
rumusannya: 
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apa pun yang berkaitan terganggunya system 
Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagaimana mestinya”.  
 
Selain bahwa yang menjadi sasaran adalah “Sistem Elektronik”, 
juga harus diperhatikan bahwa akibat tindakan tersebut yang berupa 
terganggunya “Sistem Elektronik” yang menjadi sasarannya, harus terjadi. 
Konsekuensi yang demikian ini adalah karena tindak pidana dalam Pasal 
ini dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, artinya pelaku hanya dapat 
di pidana apabila akibat perbuatan pelaku telah terjadi. Di dalam praktik, 
gangguan yang terjadi terhadap Sistem Elektronik itu adalah berupa tidak 
bekerjanya atau berfungsinya Sistem Elektronik tersebut sebagaimana 
mestinya.  
 
13. Tindak Pidana Komputer yang Menyangkut Perangkat Kertas 
dan Perangkat Lunak Komputer  
Pasal 34 ayat (1) melarang perbuatan berkenaan dengan 
perangkat keras dan perangkat lunak. Pasal 34 ayat (1) yang 
rumusannya:  
1)   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, 
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: 
a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang 
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 sampai dengan Pasal 33;  
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b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis 
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi 
dapat diakses dengan tujuan menfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
Pasal 33. 
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) itu 
dikecualikan oleh Pasal 34 ayat 
2)   apabila:  
“tindakan sebagiman dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana 
jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian 
Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri 
secara sah dan tidak melawan hukum”.  
 
14. Tindak Pidana Komputer yang Merugikan Orang lain  
Larangan terhadap perbuatan ini di atur dalam Pasal 36 yang 
rumusannya:  
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan perbuatan sebagiman dimaksud dengan Pasal 27 
sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang 
lain”.  
 
15. Tindak Pidana Komputer yang Dilakukan di Luar Wilayah 
Indonesia  
Menurut Pasal 37, pelaku perbuatan-perbuatn yang dilarang 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36, dilarang 
pula dilakukan di luar negeri apabila perbuatan-perbuatan tersebut 
dilakukan terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yuridiksi 
Indonesia. Pasal 37 tersebut rumusannya:  
“setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di 
luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di 
wilayah yuridiksi Indonesia”. 
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16. Tindak Pidana Komputer yang Dilakukan oleh Korporasi 
UU ITE mengadopsi konsep korporasi sebagai pelaku tindak 
pidana. Dengan kata lain, UU ITE mengadopsi pendirian bahwa bukan 
hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana komputer, tetapi juga 
korporasi dapat melakukan tindak pidana komputer. Dengan demikian, 
selain manusia juga korporasi daapt dibebani pertanggungjawaban pidana 
karena telah melakukan tindak pidana komputer. Dalam Pasal 52 ayat (40 
yang rumusannya:  
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan 
pidana pokok ditambah dua pertiga”.  
 
17. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
Pemerintah/untuk Layanan Publik  
Berdasarkan Pasal 52 ayat (2), apabila perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik 
dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Lebih lengkap 
rumusannya:  
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
sampai Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem 
Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik 
dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
A.  Lokasi Penelitian  
Dalam melakukan penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Concursus dalam Delik Kesusilaan dan Delik Pencurian (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 491/Pid.B/2012/ 
PN.Makassar)”, maka sesuai dengan judul skripsi tersebut maka lokasi 
penelitian adalah bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam  rangka  pelaksanaan  penelitian,  penulis  mengadakan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut:  
1.  Penelitian Kepustakaan ( Library Research)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer 
dan Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
2.  Penelitian Lapangan (Field Research) 
Untuk mendapatkan  data  yang  lebih  konkret,  penulis 
melakukan wawancara  secara  langsung untuk mengumpulkan 
data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung 
dengan penelitian ini. 
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C. Jenis dan Sumber Data  
1.  Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  
dari lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden, 
dalam hal ini pihak terkait yaitu aparat penegak hukum.  
2.  Data  Sekunder  yaitu  data  yang  sebelumnya  telah  ada  atau 
diperoleh  secara  tidak  langsung  oleh  peneliti  berupa  buku-
buku, dokumen,  arsip  serta  peraturan  perundang-undangan  
yang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
D.  Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim Terhadap 
Concursus dalam Delik Kesusilaan dan Delik Pencurian 
Adapun posisi kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks yakni pada hari 
jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan Bung Pondok Filly 
Kamar No 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidak-tidaknya 
masih tetap dalam wilayah pengadilan negeri Makassar, para terdakwa 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmasikan 
dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa, para 
terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap 
orang, para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang, 
para Terdakwa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya 
kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki secara melawan 
hukum yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika 
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau 
temannya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap 
ada ditangan mereka, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, 
dengan cara antara lain sebagai berikut : 
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Berawal adanya kesalah pahaman antara Terdakwa 2 (Tari) 
kepada Korban (Lusi) dengan Terdakwa 1 (ical) mengenai hubungan 
pribadinya. Awalnya sekitar jam 10.00 hari kamis tanggal 12 Januari 2012 
korban sempat berkomunikasi dengan terdakwa 1 melalui akun facebook, 
dimana pada saat itu, terdakwa 1 Faisal Nur Alias Ical curhat ke korban 
Lusiana Binti Aris Migran Tulak tentang hubungannya dengan terdakwa 2 
Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari, dan pada saat itu pula Ical meminta 
nomor HP korban, akan tetapi korban tidak ingin memberikan nomor 
Hpnya. Tidak lama berselang, Tari membaca chat korban bersama Ical, 
sehingga Tari merasa cemburu dan ia ingin agar Ical menyampaikan agar 
korban bersedia untuk menjelaskan semua ini.  
Pada saat korban pulang kuliah, sekitar jam 12.30 tanpa disadari 
mereka berdua, yakni Ical dan Tari menemukan saksi didepan kampus 
korban, dan pada saat itu Ical langsung menampar korban kemudian  Tari 
menarik rambut korban yang pada saat itu korban masih diatas motornya 
saat dia akan pulang. Pada keesokan harinya, sekitar jam 15.30 saat 
korban pulang dari kuliah, Ical telah menunggu korban didepan kampus 
dan mengajak korban ikut dengannya ke Kos Ical.  
Sesampainya di kos, ternyata Tari telah menunggu didalam kamar, 
dan langsung menarik korban masuk kedalam kamar dibantu dengan Ical. 
Akhirnya korban masuk kedalam kamar dan kamar langsung dikunci oleh 
Ical. Tari kemudian mengambil Hp korban dan membantingnya kelantai, 
yang menyebabkan Hp korban rusak terbagi 3. Kemudian Tari mengambil 
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gunting dan menggunting baju korban pada bagian belakang dan 
kemudian Ical menampar pipi korban secara berulang-ulang dengan 
keras, lalu korban disuruh duduk dan setelah itu Ical langsung menendang 
kepala korban sampai terbentur ditembok, lalu korban disuruh untuk 
berdiri, namun korban tidak mau, lalu Ical kembali menampar korban. 
Pada saat korban telah berdiri, Tari langsung memukul korban pada 
bagian bibir dan hidung sebanyak 2 kali. Lalu korban mengambil gunting, 
dan menggunting rambut korban dan menyuruh korban untuk membuka 
bajunya, tapi korban menolak. Karena korban menolak membuka baju, 
Ical kemudian menampar korban sehingga korban mau membuka 
bajunya.  
Kemudian korban disuruh membuka BHnya, tapi korban menolak. 
Kembali Ical menampar korban dan memukul korban dengan 
menggunakan Helm kearah kepala sebanyak 3 kali dan ditendang pada 
bagian paha. Lalu, Tari mengambil Tas milik korban dan membongkarnya, 
dan mengambil barang korban yakni Kalung Rosario (kalung salib), jam 
tangan, memory card Hp, headset. Tari menyampaikan kepada korban 
“kau siapkan uang 50rbu, korban ambil dikampus mu besok”. Ical juga 
mengatakan kepada korban “jangan sampai ada keluargamu yang tahu, 
kalau mereka sampai tahu maka saksi diancam akan dibunuh”.  
Lalu korban membuka BHnya dan korban disuruh berdiri, kemudian 
Ical memfoto  korban menggunakan Hp miliknya sendiri, namun korban 
langsung menutupi buah dadanya, hal tersebut membuat Ical marah dan 
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kembali memukul korban. Lalu korban disuruh untuk membuka celana 
panjangnya, lalu korban difoto. Kemudian korban disuruh lagi untuk 
membuka celana dalamnya, akan tetapi korban menolak, lalu Tari 
mendekati korban lalu menggunting celana dalam korban. Setelah saksi 
telanjang bulat, Ical lalu memfoto korban.  
Pada saat itu korban mencoba untuk berteriak, akan tetapi diancam 
oleh Ical dengan menggunakan gunting, dan kemudian tangan kiri korban 
disundut pakai rokok. Pada saat itu pula, ical menyalakan tape dengan 
volume suara yang besar yg sejak awal sudah dinyalaka. Kemudian tari 
mengambil kalkulator dan melemparkannya ke muka Korban dan diludahi 
oleh ical dan ditampar lagi.  
Lalu kemudian korban disuruh untk duduk, setelah itu ical langsung 
menanyakan kepada korban apa password facebook mu? Lalu korban 
memberitahukannya dengan cara mengetik sendiri menggunakan Hp milik 
ical. Dan di upload lah foto2 korban yang telanjang ke facebook. 
Kemudian korban disuruh memakai celana dan baju, lalu  korban disuruh 
pulang.   
Akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan kedua Terdakwa I 
Faisal Nur Alias Ical dan Terdakwa II Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari 
tersebut, korban Lusiana Binti Aris Migran Tulak mengalami luka benjolan 
pada kepala bagian atas sebesar kelereng dan pada dahi sebesar kacang 
tanah, memar pada belakang telinga kiri, luka lecet pada bibir atas kiri, 
luka lecet pada leher depan akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul, 
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luka bakar pada lengan kiri akibat trauma panas, sesuai dengan Surat 
Visum et Repertum nomor : 800.4317/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. A. Rahmawati Malik dari 
Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. 
Bahwa Terdakwa I dan II didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan secara Kumulatif yaitu : 
Kesatu  Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI 
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
Kedua Primair ; pasal 170 ayat (1) KUHP Subsidair : melanggar Pasal 352 
ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 363 ayat (1) 
ke-4 KUHPidana.  
Adapun dakwaan penuntut umum sebagai berikut: 
Dakwaan Kesatu :  
Bahwa mereka terdakwa I Faisal Nur Alias Ical dan terdakwa II 
Lorensia Mancari Mallisa Alias Tari pada hari Jumat tanggal 13 
Januari 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan Bung Pondok Filly 
Kamar No 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidak-
tidaknya masih tetap dalam wilayah pengadilan negeri Makassar, 
para terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan 
mentransmasikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :  
- Berawal dengan adanya kesalahpahaman dan kecemburuan 
terdakwa II Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari kepada korban 
Lusiana Binti Aris Migran Tulak dengan terdakwa I Faisal Nur 
Alias Ical tentang hubungan pribadinya, sehingga terdakwa I 
meminta kepada korban untuk menjelaskan hubungan mereka 
berdua, namun saat itu korban tidak bersedia untuk ketemuan 
lagi dengan terdakwa I. 
- Kemudian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 
15.30 Wita terdakwa I menjemput korban di depan kampus 
dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat putih No. 
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vPol.Vdd 5198 I lalu terdakwa I membonceng dan membawa 
korban ke Bung Pondok Filly Kamar No. 99 Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesampainya terdakwa I menarik tangan 
korban masuk ke kamarnya dengan dibantu terdakwa II yang 
mendorong korban masuk kedalam kamar dan saat itu pintu 
kamar tersebut langsung dikunci, kemudian terdakwa II 
mengambil Hp milik korban dan langsung membanting Hp 
tersebut ke lantai dan Hp korban tersebut rusak  terbagi 3. 
- Setelah itu terdakwa II mengambil gunting mengatakan “Toga 
Bagusnya Bajunya Orang Toraja ka” lalu terdakwa II 
mnggunting baju korban pada bagian belakang, kemudian 
terdakwa I menampar korban pada bagian muka secara 
berulang kali dengan keras dan mengenai pipi sebelah kiri 
korban dan kemudian saat itu korban di suruh duduk oleh 
terdakwa I membelakangi pintu dan setelah itu terdakwa 
menendang kepala korban. Sampai terbentur ke tembok, lalu 
korban disuruh berdiri namun korban tidak mau sehingga 
terdakwa II menampar kembali pipi kiri korban sebanyak satu 
kali, setelah itu korban berdiri kemudian terdakwa II dengan 
kepalan tinju tangan kanannya memukul korban sebanyak dua 
kali, yang pertama mengenai bibir sebelahatas dan yang kedua 
kali mengenai hidungnya dan setelah itu terdakwa II memotong 
rambut korban pada bagian kiri dan di ikuti oleh terdakwa I 
dengan menggunting rambut korban bagian atas kemudia 
terdakwa II mengatakan “Bagus Rambutnya Salon Ical Potong 
Model Rambut 2012”. 
-  Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban untuk 
membuka bajunya, akan tetapi korban menolak sehingga 
terdakwa I marah lalu menampar muka korban dan oleh karena 
korban ketakutan lalu korban membuka bajunya kemudian 
korban disuruh jalan membelakangi pintu kemudian terdakwa I 
dan terdakwa II menyuruh korban untuk membuka BH korban 
dengan mengatakan “Buka Itu BHmu” namun korban menolak 
untuk membukanya, sehingga terdakwa I menampar muka 
korban sebanyak satu kali dengan menggunakan helm warna 
merah, memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan kemudian 
di tending dengan keras pada bagian paha kanannya sebanyak 
1 kali, sehingga korban melepas/membuka BHnya, selanjutnya 
terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban membuka celana 
panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa II menyuruh 
korban untuk berdiri lalu terdakwa I memotret/memfoto korban 
tanpa busana (telanjang bulat) dengan menggunakan HP 
Blackberry miliknya, setelah itu terdakwa II menggunting BH dan 
celana dalam korban, selanjutnya terdakwa I meminta 
“Password Facebook” korban kemudian korban 
memberitahukan passwordnya dengan cara mengetik sendiri 
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passwordnya tersebut di HP Blackberry warna hitam yang 
diberikan kepada korban oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I 
bersama terdakwa II mengupload foto telanjang korban ke 
beberapa teman-teman akun facebook korban. 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II 
tersebut, korban merasa di permalukan. 
 
Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana 
Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 (1) Undang-undang RI No. tahun 
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.  
 
Dan Kedua Primair : 
Bahwa mereka terdakwa I Faisal Nur Alias Ical dan terdakwa II 
Lorensia Mancari Mallisa Alias Tari pada hari Jumat tanggal 13 
Januari 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan Bung Pondok Filly 
Kamar No 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidak-
tidaknya masih tetap dalam wilayah pengadilan negeri Makassar, 
para terdakwa dimuka umum merasa sama melakukan kekerasan 
terhadap orang yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain 
sebagai berikut : 
- Berawal dengan adanya kesalahpahaman dan kecemburuan 
terdakwa II Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari kepada korban 
Lusiana Binti Aris Migran Tulak dengan terdakwa I Faisal Nur 
Alias Ical tentang hubungan pribadinya, sehingga terdakwa I 
meminta kepada korban untuk menjelaskan hubungan mereka 
berdua, namun saat itu korban tidak bersedia untuk ketemuan 
lagi dengan terdakwa I. 
- Kemudian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 
15.30 Wita terdakwa I menjemput korban di depan kampus 
dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat putih No. 
vPol.Vdd 5198 I lalu terdakwa I membonceng dan membawa 
korban ke Bung Pondok Filly Kamar No. 99 Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesampainya terdakwa I menarik tangan 
korban masuk ke kamarnya dengan dibantu terdakwa II yang 
mendorong korban masuk kedalam kamar dan saat itu pintu 
kamar tersebut langsung dikunci, kemudian terdakwa II 
mengambil Hp milik korban dan langsung membanting Hp 
tersebut ke lantai dan Hp korban tersebut rusak  terbagi 3. 
- Setelah itu terdakwa II mengambil gunting mengatakan “Toga 
Bagusnya Bajunya Orang Toraja ka” lalu terdakwa II 
mnggunting baju korban pada bagian belakang, kemudian 
terdakwa I menampar korban pada bagian muka secara 
berulang kali dengan keras dan mengenai pipi sebelah kiri 
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korban dan kemudian saat itu korban di suruh duduk oleh 
terdakwa I membelakangi pintu dan setelah itu terdakwa 
menendang kepala korban. Sampai terbentur ke tembok, lalu 
korban disuruh berdiri namun korban tidak mau sehingga 
terdakwa II menampar kembali pipi kiri korban sebanyak satu 
kali, setelah itu korban berdiri kemudian terdakwa II dengan 
kepalan tinju tangan kanannya memukul korban sebanyak dua 
kali, yang pertama mengenai bibir sebelah atas dan yang kedua 
kali mengenai hidungnya dan setelah itu terdakwa II memotong 
rambut korban pada bagian kiri dan di ikuti oleh terdakwa I 
dengan menggunting rambut korban bagian atas kemudia 
terdakwa II mengatakan “Bagus Rambutnya Salon Ical Potong 
Model Rambut 2012”. 
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban untuk 
membuka bajunya, akan tetapi korban menolak sehingga 
terdakwa I marah lalu menampar muka korban dan oleh karena 
korban ketakutan lalu korban membuka bajunya kemudian 
korban disuruh jalan membelakangi pintu kemudian terdakwa I 
dan terdakwa II menyuruh korban untuk membuka BH korban 
dengan mengatakan “Buka Itu BHmu” namun korban menolak 
untuk membukanya, sehingga terdakwa I menampar muka 
korban sebanyak satu kali dengan menggunakan helm warna 
merah, memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan kemudian 
di tending dengan keras pada bagian paha kanannya sebanyak 
1 kali, sehingga korban melepas/membuka BHnya, selanjutnya 
terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban membuka celana 
panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa II menyuruh 
korban untuk berdiri lalu terdakwa I memotret/memfoto korban 
tanpa busana (telanjang bulat) dengan menggunakan HP 
Blackberry miliknya, setelah itu terdakwa II menggunting BH dan 
celana dalam korban, selanjutnya terdakwa I meminta 
“Password Facebook” korban kemudian korban 
memberitahukan passwordnya dengan cara mengetik sendiri 
passwordnya tersebut di HP Blackberry warna hitam yang 
diberikan kepada korban oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I 
bersama terdakwa II mengupload foto telanjang korban ke 
beberapa teman-teman akun facebook korban. 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II 
tersebut, korban mengalami luka benjolan pada kepala bagian 
atas sebesar kelereng dan pada dahi sebesar kacang tanah, 
memar pada belakang telinga kiri, luka lecet pada bibir atas kiri, 
luka lecet pada leher depan akibat persentuhan/kekerasan 
benda tumpul, luka bakar pada lengan kiri akibat trauma panas, 
sesuai dengan Surat Visum et Repertum nomor : 
800.4317/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan 
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ditandatangani oleh dr. Hj. A. Rahmawati Malik dari Rumah 
Sakit Umum Daerah Daya Makassar. 
 
Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pdana 
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. 
 
 
 
SUBSIDIAR : 
Bahwa mereka terdakwa I Faisal Nur Alias Ical dan terdakwa II 
Lorensia Mancari Mallisa Alias Tari pada hari Jumat tanggal 13 
Januari 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan Bung Pondok Filly 
Kamar No 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidak-
tidaknya masih tetap dalam wilayah Pengadilan Negeri Makassar, 
para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain 
yaitu Pr Lusiana Binti Aris Migran Tullak, yang dilakukan oleh para 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Berawal dengan adanya kesalahpahaman dan kecemburuan 
terdakwa II Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari kepada korban 
Lusiana Binti Aris Migran Tulak dengan terdakwa I Faisal Nur 
Alias Ical tentang hubungan pribadinya, sehingga terdakwa I 
meminta kepada korban untuk menjelaskan hubungan mereka 
berdua, namun saat itu korban tidak bersedia untuk ketemuan 
lagi dengan terdakwa I. 
- Kemudian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 
15.30 Wita terdakwa I menjemput korban di depan kampus 
dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat putih No. 
vPol.Vdd 5198 I lalu terdakwa I membonceng dan membawa 
korban ke Bung Pondok Filly Kamar No. 99 Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesampainya terdakwa I menarik tangan 
korban masuk ke kamarnya dengan dibantu terdakwa II yang 
mendorong korban masuk kedalam kamar dan saat itu pintu 
kamar tersebut langsung dikunci, kemudian terdakwa II 
mengambil Hp milik korban dan langsung membanting Hp 
tersebut ke lantai dan Hp korban tersebut rusak  terbagi 3. 
- Setelah itu terdakwa II mengambil gunting mengatakan “Toga 
Bagusnya Bajunya Orang Toraja ka” lalu terdakwa II 
mnggunting baju korban pada bagian belakang, kemudian 
terdakwa I menampar korban pada bagian muka secara 
berulang kali dengan keras dan mengenai pipi sebelah kiri 
korban dan kemudian saat itu korban di suruh duduk oleh 
terdakwa I membelakangi pintu dan setelah itu terdakwa 
menendang kepala korban. Sampai terbentur ke tembok, lalu 
korban disuruh berdiri namun korban tidak mau sehingga 
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terdakwa II menampar kembali pipi kiri korban sebanyak satu 
kali, setelah itu korban berdiri kemudian terdakwa II dengan 
kepalan tinju tangan kanannya memukul korban sebanyak dua 
kali, yang pertama mengenai bibir sebelahatas dan yang kedua 
kali mengenai hidungnya dan setelah itu terdakwa II memotong 
rambut korban pada bagian kiri dan di ikuti oleh terdakwa I 
dengan menggunting rambut korban bagian atas kemudia 
terdakwa II mengatakan “Bagus Rambutnya Salon Ical Potong 
Model Rambut 2012”. 
-  Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban untuk 
membuka bajunya, akan tetapi korban menolak sehingga 
terdakwa I marah lalu menampar muka korban dan oleh karena 
korban ketakutan lalu korban membuka bajunya kemudian 
korban disuruh jalan membelakangi pintu kemudian terdakwa I 
dan terdakwa II menyuruh korban untuk membuka BH korban 
dengan mengatakan “Buka Itu BHmu” namun korban menolak 
untuk membukanya, sehingga terdakwa I menampar muka 
korban sebanyak satu kali dengan menggunakan helm warna 
merah, memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan kemudian 
di tending dengan keras pada bagian paha kanannya sebanyak 
1 kali, sehingga korban melepas/membuka BHnya, selanjutnya 
terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban membuka celana 
panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa II menyuruh 
korban untuk berdiri lalu terdakwa I memotret/memfoto korban 
tanpa busana (telanjang bulat) dengan menggunakan HP 
Blackberry miliknya, setelah itu terdakwa II menggunting BH dan 
celana dalam korban, selanjutnya terdakwa I meminta 
“Password Facebook” korban kemudian korban 
memberitahukan passwordnya dengan cara mengetik sendiri 
passwordnya tersebut di HP Blackberry warna hitam yang 
diberikan kepada korban oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I 
bersama terdakwa II mengupload foto telanjang korban ke 
beberapa teman-teman akun facebook korban. 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II 
tersebut, korban mengalami luka benjolan pada kepala bagian 
atas sebesar kelereng dan pada dahi sebesar kacang tanah, 
memar pada belakang telinga kiri, luka lecet pada bibir atas kiri, 
luka lecet pada leher depan akibat persentuhan/kekerasan 
benda tumpul, luka bakar pada lengan kiri akibat trauma panas, 
sesuai dengan Surat Visum et Repertum nomor : 
800.4317/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Hj. A. Rahmawati Malik dari Rumah 
Sakit Umum Daerah Daya Makassar. 
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Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan 
diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana. 
 
DAN KETIGA  
Bahwa mereka terdakwa I Faisal Nur Alias Ical dan terdakwa II 
Lorensia Mancari Mallisa Alias Tari pada hari Jumat tanggal 13 
Januari 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan Bung Pondok Filly 
Kamar No 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidak-
tidaknya masih tetap dalam wilayah Pengadilan Negeri Makassar, 
para terdakwa mengambil barang berupa 1 buah Rosario (kalung 
salib), 2 Buah jam tangan, 1 memory Hp milik korban dan 1 buah 
hadset hitam, yamg sebagian atau seluruhnya kepunyaan korban 
atau orang lain selain terdakwa dengan maksud hendak memiliki 
secara melawan hukum yang didahului, disertai dengan kekerasan 
terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau 
memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supayaada 
kesempaan bagi dirinya sendiri atau temannya akan melarikan diri 
atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada tangannya, yang 
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau, yang dilakukan oleh 
para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : 
- Berawal dengan adanya kesalahpahaman dan kecemburuan 
terdakwa II Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari kepada korban 
Lusiana Binti Aris Migran Tulak dengan terdakwa I Faisal Nur 
Alias Ical tentang hubungan pribadinya, sehingga terdakwa I 
meminta kepada korban untuk menjelaskan hubungan mereka 
berdua, namun saat itu korban tidak bersedia untuk ketemuan 
lagi dengan terdakwa I. 
- Kemudian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 
15.30 Wita terdakwa I menjemput korban di depan kampus 
dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat putih No. 
vPol.Vdd 5198 I lalu terdakwa I membonceng dan membawa 
korban ke Bung Pondok Filly Kamar No. 99 Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesampainya terdakwa I menarik tangan 
korban masuk ke kamarnya dengan dibantu terdakwa II yang 
mendorong korban masuk kedalam kamar dan saat itu pintu 
kamar tersebut langsung dikunci, kemudian terdakwa II 
mengambil Hp milik korban dan langsung membanting Hp 
tersebut ke lantai dan Hp korban tersebut rusak  terbagi 3. 
- Setelah itu terdakwa II mengambil gunting mengatakan “Toga 
Bagusnya Bajunya Orang Toraja ka” lalu terdakwa II 
mnggunting baju korban pada bagian belakang, kemudian 
terdakwa I menampar korban pada bagian muka secara 
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berulang kali dengan keras dan mengenai pipi sebelah kiri 
korban dan kemudian saat itu korban di suruh duduk oleh 
terdakwa I membelakangi pintu dan setelah itu terdakwa 
menendang kepala korban. Sampai terbentur ke tembok, lalu 
korban disuruh berdiri namun korban tidak mau sehingga 
terdakwa II menampar kembali pipi kiri korban sebanyak satu 
kali, setelah itu korban berdiri kemudian terdakwa II dengan 
kepalan tinju tangan kanannya memukul korban sebanyak dua 
kali, yang pertama mengenai bibir sebelahatas dan yang kedua 
kali mengenai hidungnya dan setelah itu terdakwa II memotong 
rambut korban pada bagian kiri dan di ikuti oleh terdakwa I 
dengan menggunting rambut korban bagian atas kemudia 
terdakwa II mengatakan “Bagus Rambutnya Salon Ical Potong 
Model Rambut 2012”. 
-  Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban untuk 
membuka bajunya, akan tetapi korban menolak sehingga 
terdakwa I marah lalu menampar muka korban dan oleh karena 
korban ketakutan lalu korban membuka bajunya kemudian 
korban disuruh jalan membelakangi pintu kemudian terdakwa I 
dan terdakwa II menyuruh korban untuk membuka BH korban 
dengan mengatakan “Buka Itu BHmu” namun korban menolak 
untuk membukanya, sehingga terdakwa I menampar muka 
korban sebanyak satu kali dengan menggunakan helm warna 
merah, memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan kemudian 
di tending dengan keras pada bagian paha kanannya sebanyak 
1 kali, sehingga korban melepas/membuka BHnya, selanjutnya 
terdakwa I dan terdakwa II menyuruh korban membuka celana 
panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa II menyuruh 
korban untuk berdiri lalu terdakwa I memotret/memfoto korban 
tanpa busana (telanjang bulat) dengan menggunakan HP 
Blackberry miliknya, setelah itu terdakwa II menggunting BH dan 
celana dalam korban, selanjutnya terdakwa I meminta 
“Password Facebook” korban kemudian korban 
memberitahukan passwordnya dengan cara mengetik sendiri 
passwordnya tersebut di HP Blackberry warna hitam yang 
diberikan kepada korban oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I 
bersama terdakwa II mengupload foto telanjang korban ke 
beberapa teman-teman akun facebook korban. 
- Setelah itu terdakwa II mengambil tas korban dan 
membongkarnya kemudian terdakwa II tanpa seizin korban, 
yaitu 1 buah kalung Rosario, 2 buah jam tangan, 1 buah memori 
Hp, dan 1 buah headset hitam, lalu terdakwa II keluar pulang 
kerumahnya sambil melemparkan pakaian/bajunya. 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II 
tersebut, korban mengalami luka benjolan pada kepala bagian 
atas sebesar kelereng dan pada dahi sebesar kacang tanah, 
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memar pada belakang telinga kiri, luka lecet pada bibir atas kiri, 
luka lecet pada leher depan akibat persentuhan/kekerasan 
benda tumpul, luka bakar pada lengan kiri akibat trauma panas, 
sesuai dengan Surat Visum et Repertum nomor : 
800.4317/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Hj. A. Rahmawati Malik dari Rumah 
Sakit Umum Daerah Daya Makassar. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
dalam Pasal 365 ayat (1), (2), ke-2 KUHPidana. 
 
Subsidair : 
Bahwa mereka terdakwa I Faisal Nur Alias Ical dan terdakwa II 
Lorensia Mancari Mallisa Alias Tari pada hari Jumat tanggal 13 
Januari 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan Bung Pondok Filly 
Kamar No 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidak-
tidaknya masih tetap dalam wilayah Pengadilan Negeri Makassar, 
para terdakwa mengambil barang berupa 1 buah Rosario (kalung 
salib), 2 buah jam tangan, 1 buah memori Hp, dan 1 buah headset 
hitam, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan korban atau 
orang lain selain terdakwa dengan maksud hendak memiliki secara 
melawan hukum yang didahului, disertai dengan kekerasan 
terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau 
memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau temannya akan melarikan diri 
atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang 
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau yang dilakukan oleh 
para terdakwa dengan cara antar lain sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas terdakwa I 
menjemput korban di depan kampus dengan menggunakan 
sepeda motor Honda Beat putih No. vPol.Vdd 5198 I lalu 
terdakwa I membonceng dan membawa korban ke Bung 
Pondok Filly Kamar No. 99 Kecamatan Tamalanrea Makassar, 
sesampainya terdakwa I menarik tangan korban masuk ke 
kamarnya dengan dibantu terdakwa II yang mendorong korban 
masuk kedalam kamar dan saat itu pintu kamar tersebut 
langsung dikunci, kemudian terdakwa II mengambil Hp milik 
korban dan langsung membanting Hp tersebut ke lantai dan Hp 
korban tersebut rusak  terbagi 3. 
- Setelah itu terdakwa II mengambil tas korban dan 
membongkarnya kemudian terdakwa II tanpa seizin korban, 
yaitu 1 buah kalung Rosario, 2 buah jam tangan, 1 buah memori 
Hp, dan 1 buah headset hitam, lalu terdakwa II keluar pulang 
kerumahnya sambil melemparkan pakaian/bajunya. 
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- Selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor 
Honda Beat Putih No. Pol. DD 5198 I membonceng terdakwa II 
membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah terdakwa II 
BTN Mangga Tiga Blok D No. 40 Makassar. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 
ayat (1) ke-4 KUHPidana. 
 
Pembolehan untuk menggabungkan dakwaan menjadi satu 
terdapat pada Pasal 141 KUHAP yang menggariskan : 
“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan 
membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang 
sama atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas 
perkara dalam hal: 
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang 
sama dan kepentingan pemeriksaaan tidak menjadikan halangan 
terhadapa penggabungannya; 
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang 
lain; 
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut dengan yang 
lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, 
yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan 
pemeriksaan. 
 
Kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks merupakan salah satu kasus 
yang mengkumulasikan pasal Kesusilaan dalam Undang-undang No. 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penganiayaan, 
dan pencurian berat.  
Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdiri dari beberapa unsur, yaitu : 
a. Unsur setiap orang 
b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau 
mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. 
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Unsur setiap orang dalam kasus ini adalah siapa saja sebagai 
subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan menurut hukum.  
Unsur setiap orang wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk 
membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya. Sebagaimana pengakuan terdakwa I dan II yang 
identitasnya adalah diri terdakwa I dan II dan jelas dicantumkan oleh 
Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, dan telah dibenarkan 
oleh saksi 1. Lusiana Binti Aris Migran 2. Saksi Mince Mangande saksi 
Romanus Faisal Simon 3. Saksi Yanni Alias Ayang dan 4. Saksi Dedy 
Gandriadi Alias Dedy karena saksi-saksi tersebut kenal dengan terdakwa I 
dan II. 
Selama persidangan, terdakwa I dan II sehat secara fisik maupun 
psikis dan telah dewasa, sehingga dapat memperanggungjawabkan 
perbuatannya selaku subjek hukum. 
Unsur kedua dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah Unsur dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam 
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tersebut tidak menyebutkan arti kata sengaja demikian juga 
dalam KUHP sendiri tidak dirumuskan  apa yang dimaksud dengan 
kesengajaan (dolus, opzet). Namun, didalam Memori van Toelichting 
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(MvT), maka yang dimaksud perbuatan yang disengaja, adlaah perbuatan 
yang diketahui dan dikehendaki yang berarti, apa yang diperbuat, harus 
yang dikehendaki dan juga diketahui. 
Mengetahui disini artinya, bahwa si pelaku sebelum melakukan 
perbuatannya sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut akan 
menimbulkan akibat sebagaiman yang diharapkan dan mengetahui pula 
bahwa perbuatan yang hendak dilakukan adalah melawan hukum.  
Menghendaki disini artinya ada akibat ynag diharapkan atau 
diinginkan dari tindakan yang dilakukan itu. 
Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan perbuatan itu 
dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena 
akibat perbuatan yang dikehendaki. 
Dalam kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks terdakwa I dan II telah 
memenuhi unsur kedua dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, karena 
berdasarkan fakta-fakta yang telah diterangkan oleh Penuntut Umum 
dalam surat Dakwaanya, bahwa dari cara terdakwa I dan II mengambil 
foto kemudian mengupload, foto telanjang dari korban, sedangkan 
terdakwa I dan II tidak ada izin yang berwenang atau korban untuk 
melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian unsur dengan 
sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik 
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan telah terpenuhi perbuatan terdakwa. 
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Karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka selanjutnya 
Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melanggar 
pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1) Barang siapa 
2) Dengan terang-terangan 
3) Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap 
orang atau barang. 
Unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur kedua yaitu unsur 
dengan terang-terangan. Secara terang-terangan berarti tidak secara 
sembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan 
apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Bahwa dilihat dari 
fakta yang diperoleh dipersidangan, perbuatan itu dilakukan terdakwa I 
dan II adalah dalam kamar dan saat itu pintu kamar tersebut langsung 
terkunci, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dalam kamar terkunci, 
sehingga unsur secara terang-terangan tidak terpenuhi perbuatan 
terdakwa I dan II. Karena salah satu unsur dari dakwaan kedua primair 
tersebut tidak terpenuhi perbuatan I dan II, maka terdakwa I dan II harus 
dibebaskan dari dakwaan kedua primeir tersebut. 
Namun, penulis berpendapat lain. Dalam Surat Dakwaan tersebut, 
dijelaskan oleh korban dalam kesaksiannya, bahwa pada hari sebelum 
kejadian itu kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 12.30 Wita tanpa 
korban sadari terdakwa I dan II menunggu korban didepan kampusnya, 
dan saat itu pula terdakwa I langsung menampar korban dan terdakwa II 
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memukul korban serta menarik rambut korban saat dia sementara diatas 
motornya pada saat korban akan pulang. 
Jadi, menurut penulis unsur  secara terang-terangan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHP dapat terpenuhi dikarenakan terdakwa I dan II dimuka 
umum melakukan pemukulan/kekerasan terhadap orang lain. 
Jadi menurut penulis, Penuntut Umum agak kurang memperhatikan 
kesaksian korban dengan teliti sehingga dakwaan kedua primeir tidak 
terpenuhi dan terdakwa I dan II dibebaskan dari dakwaan kedua primeir 
tersebut.  
Selanjutnya dalam dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 351 
ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut : 
1. Penganiayaan 
2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. 
Unsur pertama yakni penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, 
dalam undang-undang tidak menyebutkan arti sesungguhnya 
penganiayaan. Menurut Jurisprudensi penganiayaan adalah menimbulkan 
perasaan tidak enak dan rasa sakit serta luka. Menurut Adami Chazawi 
(2007;9) bahwa latar belakang pembuat undang-undang tidak merinci 
atau tidak merumuskan pengertian penganiayaan berawal dari didalam 
rancangan pasal tersebut yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda 
terdapat dua rumusan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain 
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dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan untuk merusak kesehatan 
tubuh orang lain. Kedua rumusan tersebut ditolak oleh sebagian anggota 
parlemen Belanda disebabkan oleh tidak terangnya atau kaburnya 
pengertian rasa sakit/atau penderitaan orang lain. Oleh karena itu, Menteri 
Kehakiman hanya menyebut penganiayaan dengan alasan bahwa semua 
orang sudah mengerti artinya.  
Menurut R.Soesilo (1996;245) bahwa didalam yurisprudensi 
penganiyaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak 
enak, rasa sakit, atau luka. Unsur adanya kesengajaan merupakan unsur 
subjektif. Maksud dari unsur ini adalah unsur yang berasal dari diri pelaku 
sendiri. Kesengajaan terdiri atas tiga bentuk yaitu sengaja sebagai 
maksud, sengaja sebagai konsekuensi/akibat dan sengaja sebagai risiko. 
Dalam kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks terdakwa telah 
memenuhi unsur sengaja menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain 
dengan cara menampar, memukul dengan menggunakan tangan dan 
menggunakan helm, menendang, menyundut dengan rokok pada tangan 
korban, sehingga korban mengalami luka benjolan pada kepala bagian 
atas sebesar kelereng dan pada dahi sebesar kacang tanah, memar pada 
belakang telinga kiri, luka lecet pada bibir atas kiri, luka lecet pada leher 
depan akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul, luka bakar pada 
lengan kiri akibat trauma panas, sesuai dengan Surat Visum et Repertum 
nomor : 800.4317/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012. 
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Unsur kedua dalam pasal 55 ayat (1) ke-1, yakni unsur yang 
melakukan dan turut serta melakukan. Berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan menunjukkan bahwa pemukulan terhadap korban Lusiana 
dilakukan oleh terdakwa I Faisal Nur Alias Ical dan terdakwa II Lorensia 
Mentari Mallisa Alias Tari secara bergantian dimana terdakwa I dengan 
menggunakan tangan menampar muka dan bibir korban dan juga dengan 
menggunakan alat berupa 1 buah helm warna merah yang digunakan oleh 
terdakwa I untuk memukul kepala korban serta menggunakan rokok yang 
saat itu diisap oleh terdakwa I yang kemudian menyundutkannya pada 
tangan korban serta dengan menggunakan kaki menendang korban, 
sedangkan perbuatan terdakwa II dengan menggunakan tangan 
menampar muka korban dan dengan menggunakan 1 buah kalkulator 
melempar korban. 
Dari cara terdakwa I dan II melakukan perbuatannya, maka 
terdakwa I dan II adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan, maka 
unsur ini juga telah terpenuhi perbuatan terdakwa I dan II.  
Selanjutnya dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 363 ayat (1) 
ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur pencurian 
2. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-
sama. 
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Dalam unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 
KUHP adalah unsur pokok dari Pasal 363 KUHP yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut : 
1) Barang siapa 
Dalam pembuktian dakwaan kedua primair juga menggunakan 
dalam pembuktian dalam dakwaan ketiga ini. Maka, unsur “barang 
siapa” telah terpenuhi adanya. 
2) Mengambil sesuatu barang 
Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan barang yang 
mempunyai nilai ekonomis atau nilai tukar dari tempat semula 
ketempat lain yang nyata. Dari fakta persidangan, bahwa perbuatan 
terdakwa I dan II yang tanpa hak dan seizing pemiliknya mengambil 
barang berupa 1 buah kalung Rosario, 1 buah memori card, 1 buah 
head set merk Samsung dan 1 buah Switer warna hitam Merk 
RMP, kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah 
terdakwa II. 
3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
Dari fakta yang ditemukan dipersidangan, yaitu barang yang 
diambil oleh para terdakwa I dan terdakwa II adalah milik orang lain 
dan bukan milik para terdakwa sebagaimana diterangkan para 
saksi dan pengakuan terdakwa I dan II. Dengan demikian unsur 
dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi. 
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4) Dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum. 
Maksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas 
barang tersebut seakan-akan milik tenpa hak. Dari fakta-fakta yang 
ditemukan dipersidangan yaitu, bahwa terdakwa I dan II mengambil 
barang orang lain bertentangan dengan norma-norma dalam 
kehidupan masyarakat karena tanpa dan tidak seizing dari 
pemiliknya, sebagaimana keterangan para saksi-saksi dan 
pengakuan para terdakwa sendiri. Dengan demikian, unsur dengan 
maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi. 
5) Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 
Dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, yaitu pencurian 
yang dilakukan terdakwa I dan II dimana terdakwa II mengambil 2 
buah jam tangan merk Monol dan Bariho, 1 buah kalung Rosario, 1 
buah Memori Card, 1 buah head set merk Samsung dari tangan 
korban, sedangkan terdakwa I tidak menegur dan melarang 
terdakwa II untuk mengambil dan membawa barang milik korban, 
malah terdakwa I membonceng terdakwa II kerumahnya dengan 
membawa barang-barang tersebut. Maka, dari cara terdakwa I dan 
II melakukan perbuatannya, unsur pencurian yang dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi. 
Bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan ketiga telah terpenuhi 
perbuatan I dan II, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 
ketiga.  
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Kemudian, Terdakwa I dan II sehat akal dan pikirannya, dan tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa I Faisal Nur Alias Ical da terdakwa II 
Lorensia Mentari Mallisa Alias Tari bukanlah alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar, maka perbuatan kedua terdakwa harus 
dipertanggungjawabkan menurut hukum.  
Terpenuhinya kesemua unsur subjektif dan unsur objektif tindak 
pidana, mengharuskan hakim untuk menghukum terdakwa, namun harus 
pula dilihat perbarengan (Concursus) yang terkandung dalam perbuatan 
pelaku. Terkandungnya concursus didalam perbuatan terdakwa 
hendaknya menjadi pertimbangan didalam menjatuhkan pidana, namun 
dari putusan hakim tidak menggambarkan adanya perbarengan atau 
concursus didalamnya. 
Hukuman pada ketiga dakwaan tersebut adalah sama yaitu pidana 
penjara dan denda, sehingga konsekuensinya dari jenis concursus idealis 
yang ancaman hukuman pokoknya sejenis adalah absorbsi yang 
dipertajam. Absorbsi yang dipertajam berarti bahwa terdakwa diancam 
hukuman dengan ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga. 
Kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks mengkumulasikan Perundang-
undangan yang berlaku khususnya kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 
ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjaranya 6 tahun, dan 
kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
yang ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan dan ketiga Pasal 363 ayat (1) 
ke-4 KUHPidana yang ancaman pidana penjaranya 7 tahun. 
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Absorbsi yang dipertajam dari kedua pasal tersebut adalah 10 
tahun 3 bulan penjara, namun kemudian hakim hanya menghukum 
terdakwa dengan pidana 1 tahun 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara. 
Dalam wawancara tanggal 3 April 2013 sampai tanggal 5 April 2013 
bertempat di Pengadilan Negeri Makassar dengan Ketua Majelis Hakim 
Bontor Aroen, SH. MH., dikatakan bahwa tidak dipertimbangkannya 
concursus dalam perkara ini, karena hakim mengangap bahwa dalam 
surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak mencantumkan 
perbarengan atau Concursus dalam dakwaan tersebut. Hakim juga 
beralasan bahwa dia tidak boleh menambahkan atau memperluas 
dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya Asas 
dalam KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mendakwa 
lebih dari yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.  
Namun, mungkin hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdapat  
Asas-asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Hakim 
bersifat Aktif, yang artinya hakim boleh memperluas dakwaan yang dibuat 
oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk mendapatkan kebenaran materiil atau 
kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga tercipta keadilan yang 
seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun terdakwa.  
Dalam kasus ini, kedua terdakwa secara jelas dan terang 
benderang serta terbukti telah melakukan delik kesusilaan, delik 
penganiayaa dan delik pencurian berat secara berbarengan atau 
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sekaligus. Concursus dalam kasus ini seperti tidak diperhitungkan atau 
dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dariputusan maupun 
jawaban hakim pada saat diwawancarai. 
Walaupun unsur-unsur yang ada didalam delik kesusilaan, delik 
penganiayaan dengan penyertaan dan delik pencurian berat telah 
terpenuhi, serta didalam penerapan hukum materiilnya pun telah 
diterapkan secara baik, namun tidak diterapkannya perbarengan 
(concursus) secara baik membuat para terdakwa mendapat hukuman 
yang sangat ringan sehingga penerapan hukum pidana materiil terhadap 
concursus dalam delik kesusilaan dan delik pencurian. 
 
B. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap terdakwa pada perkara pidana No. 
491/Pid.B/2012/PN.Mks  
Secara teoritik, hukum pidana dikenal adanya tiga teori system 
pembuktian menurut undang-undang secara positif, system pembuktian 
menurut keyakinan hakim dan system pembuktian menurut undang-
undang secara negatif. 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 
bergantung pada alat-alat bukti yang ada didalam undang-undang tanpa 
adanya peranan dari keyakinan hakim. Dalam system ini, hakim terikat 
pada undang-undang, tanpa harus mempertimbangkan keyakinannya 
sendiri. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, kesalahan 
Terdakwa hanya dilihat semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim 
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belaka. Asal muasal dari mana hakim mengambil kesimpulan bersalah 
atau tidaknya Terdakwa, didalam sistem ini tidak jadi masalah. 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative pada 
prinsipnya menyatakan bahwa hakim hanya bisa menyatakan Terdakwa 
bersalah jika terdapat alat-alat bukti yang terkandung didalam undang-
undang serta didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti 
tersebut. Indonesia menggunakan sistem ini, hal ini jelas dapat dilihat dari 
Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : 
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”   
  
Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga bentuk, antara 
lain putusan bebas (vrijspraak), lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van alle rectsvervolging) dan putusan pemidanaan (veroordeling). 
Putusan bebas (virjspraak) diambil jika salah satu unsur didalam 
pasal yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yang menegaskan bahwa : 
“Jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka diputus bebas.”  
 
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 
recthsvervolging) diputuskan jika perbuatan Terdakwa secara sah dan 
menyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah 
merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
yang menegaskan behwa : 
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.”  
 
Putusan Pemidanaan (veroordeling) diputuskan jika perbuatan 
Terdakwa sebagaiman yang didakwakan Jaksa/penuntut umum dalam 
surat dakwaan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut 
hukum.  
Dalam kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks., Terdakwa I dan II 
dituntut dengan 1 (satu) tahun 8 bulan penjara, adapun yang menjadi 
tuntutan Penuntut Umum yakni sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa  I Faisal Nur alias Ical dan Terdakwa II 
Lorensia Mentari Mallisa alias Tari terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan, tindak 
pidana penganiayaan dan tindak pidana pencurian 
sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 45 ayat (1) 
Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dakwaan Kedua 
melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) 
ke-4 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Faisal Nur alias Ical dan 
Terdakwa Lorensia Mentari Mallisa alias Tari dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun 8 bulan dikurangkan seluruhnya 
dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa 
dan dengan perintah agar terdakwa ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk 
Honda Beat warna putih No.Pol DD 5198 I No rangka 
MH1JF5111AK352043 dan No Mesin JF51E-1349436 a.n STNK 
ARDIANSYAH, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat NP.Pol 
DD 5198 I, 1 (satu) Buah Kunci Motor Merk Honda, 1 (satu) 
Buah Helm warna merah Merk KYT, 4 (empat) lembar 
Foto/gambar Korban dari Akun Facebook Pr.Lusiana, 1 (satu) 
buah HP Merk Blackberry Type Onix warna hitam, 1 (satu) buah 
baju kaos warna putih dengan tulisan “I LOVE TORAJA”, 1 
(satu) buah celana Jeans warna biru merk Logo Jeans, 1 (satu) 
buah celana dalam warna  Monnyting, 1 (satu) buah BH warna 
Merah muda, 2 (dua) buah jam tangan merk Monol dan Merk 
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Bariho, 1 (satu) buah kalkulator merk Karce warna merah muda-
putih, 1 (satu) buah kalung Rosario, 1 (satu) buah memory card 
warna hitam merk W Stor, 1 (satu) buah head set warna hitam 
merk Samsung, 1 (satu) buah switer warna hitam merk RMP, 1 
(satu) buah gunting dengan gagang warna hitam, telah disita 
secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk 
memperkuat pembuktian.  
4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 
2000,- (duaribu rupiah). 
 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum setelah melihat fakta persidangan 
melalui pemeriksaan, dapat dikatakan tidak bersandar pada penilaian 
ilmiah, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan 
concursus. Putusan pada perkara No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks., 
menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 
bulan, sebagaimana amar putusannya yakni sebagai berikut : 
 
MENGADILI 
1. Menyatakan para terdakwa I FAISAL NUR ALS ICAL dan 
terdakwa II LORENSIA MENTARI MALLISA ALS TARI terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau 
mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan 
penganiayaan serta pencurian dalam keadaan 
memberatkan” ; 
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAISAL NUR ALS 
ICAL dan terdakwa II LORENSIA MENTARI MALLISA ALS 
TARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) 
tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.0000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) ; 
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan 
diganti dengan pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan ; 
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa I dan II 
dikurangkan seluruhnya  dengan pidana yang dijatuhkan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk 
Honda Beat warna putih No.Pol DD 5198 I No rangka 
MH1JF5111AK352043 dan No Mesin JF51E-1349436 a.n STNK 
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ARDIANSYAH, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat NP.Pol 
DD 5198 I, 1 (satu) Buah Kunci Motor Merk Honda, 1 (satu) 
Buah Helm warna merah Merk KYT, 4 (empat) lembar 
Foto/gambar Korban dari Akun Facebook Pr.Lusiana, 1 (satu) 
buah HP Merk Blackberry Type Onix warna hitam, 1 (satu) buah 
baju kaos warna putih dengan tulisan “I LOVE TORAJA”, 1 
(satu) buah celana Jeans warna biru merk Logo Jeans, 1 (satu) 
buah celana dalam warna  Monnyting, 1 (satu) buah BH warna 
Merah muda, 2 (dua) buah jam tangan merk Monol dan Merk 
Bariho, 1 (satu) buah kalkulator merk Karce warna merah muda-
putih, 1 (satu) buah kalung Rosario, 1 (satu) buah memory card 
warna hitam merk W Stor, 1 (satu) buah head set warna hitam 
merk Samsung, 1 (satu) buah switer warna hitam merk RMP, 1 
(satu) buah gunting dengan gagang warna hitam, telah disita 
secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk 
memperkuat pembuktian.  
6. Menetapkan agar terdakwa I dan II tetap berada dalam tahan ; 
7. Menetapkan supaya terdakwa I dan II dibebani membayar biaya 
perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah). 
   
Putusan hakim yang menghukum terdakwa I dan II selama 1 
(tahun) 10 (sepuluh) bulan penjara dapat dikatakan tidak sesuai dengan 
atau tidak bersandarkan pada penilaian-penilaian yang ilmiah. 
Kasus No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks,. merupakan kasus dengan 
kandungan concursus realis didalamnya. Dimana seharusnya penulis 
beranggapan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa I dan II dengan 
pidana penjara selama 1 (satun) tahun 10 (sepuluh) bulan sangat ringan 
mengingan konsekuensi dari concursus realis ini sendiri, yang mana dari 
beberapa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I dan II, memiliki 
ancaman pidana pokok yang sejenis, maka konsekuensinya dari 
concursus realis yang ancaman pidana pokoknya sejenis yakni ancaman 
pidana  yang terberat ditambah sepertiga.  
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Melihat ancaman maksimal dari tindak pidana kesusilaan  pada 
Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni ancaman pidananya 
maksimal 6 (enam) tahun penjara, pada tindak pidana Penganiayaan 
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni 
ancaman pidananya maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara, 
dan pada tindak pidana Pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana 
yakni ancaman pidana maksimalnya adalah 7 (tujuh) tahun penjara, 
sehingga berdasarkan teori, maka yang diambil adalah ancaman pidana 
terberat yakni 7 (tujuh) tahun ditambah sepertiga, sehingga maksimum 
ancaman pidana penjara berdasarkan concursus realis berdasarkan 
konsekuensi penjatuhan pidananya yakni menjadi 10 (sepuluh) tahun 3 
(tiga) bulan penjara. 
Hakim dalam putusannya No. 491/Pid,B/2012/PN.Mks., hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan, adapun hal-hal sebagaimana yang dimaksud yakni sebagai 
berikut : 
Hal-hal yang memberatkan :  
- Perbuatan terdakwa I dan II membuat korban Pr. Lusiana merasa 
dipermalukan karena gambar-gambar dan fotonya tersebar didunia 
Maya yang bisa diakses oleh semua orang. 
- Perbuatan terdakwa I dan II mengakibatkan korban Pr.Lusiana 
luka. 
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- Perbuatan terdakwa I dan II meresahkan masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa I dan II bersikap sopan di depan persidangan. 
- Terdakwa I dan II mengakui terus terang dan menyesali 
perbuatannya. 
- Terdakwa I dan II masih aktif kuliah di Universitas Di Makassar. 
- Terdakwa I dan II memiliki anak Balita (umur 1 tahun). 
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum. 
- Terdakwa tidak menikmati hasil curiannya. 
Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pertimbangan hukum 
hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan II sebagaimana 
yang telah dimaksudkan sebelumnya dan mengacu pada putusan perkara 
pidana No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks., Majelis Hakim sama sekali tidak 
memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II. Dalam 
kronologis kasus terlihat jelas bahwa masih ada beberapa delik yang bisa 
dikenakan kepada terdakwa I dan II, yakni tindak pidana menghancurkan 
atau merusakkan barang Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan ancaman 
pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena terdakwa II Lorensia 
Mentari Mallisa Als Tari pada saat kejadian mengambil HP milik korban 
dan langsung dibanting ke lantai dan HP korban tersebut rusak karena 
terbagi 3 (tiga). Dilihat dari unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP 
yakni : 
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1.  Unsur bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak membuat 
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu 
barang. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa II mengambil secara 
paksa Hp milik korban dan membantingnya dilantai, sehingga HP 
korban rusak. 
2. Unsur bahwa pembinasaan itu harus dilakukan dengan sengaja 
dan melawan hak. Unsur ini juga dapat terpenuhi karena terdakwa 
II  ingin menghancurkan Hp korban dikarenakan agar korban tidak 
dapat meminta pertolongan kepada orang lain. 
3. Unsur bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain. Unsur ini juga terpenuhi karena HP tersebut 
adalah benar milik korban. 
Jadi, menurut penulis, Penuntut Umum dapat menambahkan 
dakwaanya terhadap tindak pidana menghancurkan atau merusak barang 
karena unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat terpenuhi. Namun entah 
mengapa penuntut umum tidak mendakwakan pasal tersebut. 
Dalam dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam 
menjerat terdakwa I dan II pun menggunakan jenis dakwaan Kumulatif 
sehingga jelaslah bahwa telah terkandung concursus dalam perkara 
pidana ini. Namun, berdasarkan hal diatas Majelis Hakim sama sekali 
tidak menyentuh ketentuan mengenai concursus. Hal tersebut dapat 
dilihat selama persidangan, ketentuan mengenai concursus yang 
seharusnya juga didakwakan terhadap terdakwa I dan II dengan men-
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junto-kan kedua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
ketentuan pidana mengenai concursus realis sebagaiman diatur dalam 
Pasal 67 KUHP, yang dimana pula seharusnya berdasarkan hal tersebut 
diatas dijadikan sebagai rujukan Majelis Hakim dalam menentukan dan 
menilai bahwa perkara ini dapat digolongkan kedalam concursus. 
Lebih lanjut dikatakan tidak dimasukkannya concursus kedalam 
pertimbangan putusan karena dalam surat Dakwaan yang dibuat oleh 
Penuntut Umum tidak diterapkannya ketentuan concursus walaupun 
dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif, 
sehingga Majelis Hakim pun juga tidak bisa merapkan ketentuan 
concursus dalam perkara ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim 
Bontor Aroen SH, MH., selaku Ketua Majelis Hakim pada kasus ini bahwa 
hakim tidak boleh menambahkan atau memperluas dakwaan  lebih dari 
yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun, dalam Asas-asas 
Umum Hukum Pidana terdapat Asas hakim bersifat Aktif, yang artinya 
hakim boleh menambahkan dan memperluas dakwaan, selama dakwaan 
tersebut  
Sebuah putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan ilmiah sehingga putusan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
1. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan pada 
persidangan, Terdakwa I FAISAL NUR ALS ICAL dan Terdakwa II 
LORENSIA MANTARI MALLISA ALS TARI didepan persidangan 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh 
para Terdakwa, dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
kesusilaan, tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana 
pencurian. Dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I Faisal Nur 
Als Ical dan Terdakwa II Lorensia Mentari Mallisa Als Tari di dakwa 
dengan  dakwaan komulatif, yang dakwaan pertamanya yakni 
melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan ketiga melanggar 
Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. Dalam Tuntutan Penuntut 
Umum Terdakwa I FAISAL NUR ALS ICAL dan Terdakwa II 
LORENSIA MENTARI MALLISA ALS TARI dinyatakan bersalah 
atas ketiga tindak pidana yang dimaksudkan diatas dan dihukum 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. 
Sebagaiman dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh Penuntut 
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Umum, maka hal tersebut masuk kedalam Concursus realis. Ketiga 
tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I dan II, yakni tindak pidana 
kesusilaan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat 
(1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimalnya adalah 
pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun, tindak pidana 
penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dengan ancaman pidana maksimalnya adalah pidana penjara 
paling lama 2(dua) Tahun 8 (delapan) Bulan dan tindak pidana 
pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana 
maksimalnya 7 (tujuh) Tahun, sehingga ancaman hukumannya 
yaitu absorbsi yang dipertajam dari ketiga pasal tersebut adalah 10 
(sepuluh) Tahun 3(tiga) Bulan penjara, namun dalam putusan 
hakim hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) 
Tahun 10(sepuluh) Bulan, sehingga hal tersebut sangat merugikan 
korban dan mencederai rasa keadilan. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa pada perkara pidana No. 491/Pid.B/2012/PN.Mks adalah 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, namun dalam 
penjatuhan pidananya hakim tidak mempertimbangkan bahwa 
perbuatan terdakwa termasuk kedalam Concursus atau 
Perbarengan tindak pidana. 
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B. Saran 
1. Hendaknya ada peningkatan sumber daya manusia bagi aparat 
penegak hukum sehingga pemahaman mengenai Concursus dapat 
lebih mendalam. 
2. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara 
mempertimbangkan adanya Concursus yang dilakukan oleh 
terdakwa dan dalam penjatuhan tergambar bahwa terdakwa 
melakukan suatu Concursus atau Perbarengan Tindak Pidana.  
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